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KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Mo, 29
Jakarta

Telp. 021 3193 72323 Email : persuratan@kpu.go.id

SURAT PERNYATAAN
NOMOR: 27/pP.09-5Y/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama . Asep Suhlan

NIP . 1896512301986011007
Pangkat/ golongan Pembina Utama Muda (I\V/c)
Jabatan Kepala Biro Logistik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan hasil monitoring data
pengadaan tahun 2021-2022 di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU melalu: Nota
Dinas B98/PP.0S-ND/DE/2022 tanggal 24 Agustus 2022 KPU tidak memiliki
informasi terkait:

Dokumen Studi Ketayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk AMDAL:
Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dan Direktorat Jenderal Kekayaan
intedektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Benta Acara Sanggah dan Sanggah banding;

Surat Penanjian Swakelola;

Surat Jaminan Pelaksanaan;

Surat Jaminan Uang Muka;

Surat Jaminan Pemeliharaan:

Laporan Penyelesaian Pekerjaan: dan

Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over
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Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangka
pengisian kuesionar monitoring dan evaluasi keterbukaan informasl badan publik
tahun 2022.

Jakarta, 9 September 2022

Kepala Biro Logistik,

Aseg Suhlan
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KERANGKA ACUAN KERJA

Pengadaan Peralatan dan Mesin — Alat Pengolah Data

KEMENTERIAN NEGARA : Komisi Pemilihan Umum

/ LEMBAGA

UNIT ESELON | : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
HASIL . Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin
UNIT ESELON II : Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU

| SATKER KEGIATAN

KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin — Alat Pengolah Data

INDIKATOR KINERJA : Tersedianya Alat Pengolah Data di Lingkungan Setjen KPU

VOLUME : 1 Paket

l. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentangTugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi



Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan baik Pimpinan maupun
Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan
permohonan dari Biro, Inspektorat dan Puslatlitbang untuk penambahan PC
(Personal Computer) yang dapat mendukung kelancaran tugas serta rapat
yang dilaksanakan secara daring pada masa pandemik Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), maka diperlukan pengadaan peralatan dan mesin Alat
Pengolah Data berupa PC (Personal Computer).

Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin — Alat
Pengolah Data adalah internal KPU Rl dengan rincian sebagai berikut.:

Biro Umum (10 unit);

Biro Teknis (3 unit);

Biro Parhumas (3 unit);

Biro Logistik (3 unit);

Biro Keuangan dan BMN (3);

Biro SDM (2 unit);

Biro Perundang-Undangan (2 unit);

Biro AHPS (2 unit);

Biro Perencanaan dan Organisasi (2 unit);

0.Puslatlitbang (4 unit).
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KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
Uraian Kegiatan

Penyelenggaraan dukungan fasilitas perkantoran Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum untuk memenuhi kebutuhan seluruh pegawai KPU RI pada

umumnya.
No. | NAMA BARANG SPESIFIKASI VOL | SAT.
1 PC All in One - RAMS8GB 34 Unit

Storage 1TB
VGA Integrateed Graphic




No. | NAMA BARANG SPESIFIKASI VOL | SAT.

Ukuran 23,8”

Intel Core i7

Slim DVD Rambo

1080P Camera & Dual Microphone
3in 1 Card Reader

Include USB Keyboard & Mouse
170W Power Adapter

Serial Port

Intel Wi-Fi 6 AX2021 2x2 AX
Bluetooth

Batasan Kegiatan
Penyelenggaraan dukungan fasilitas perkantoran meliputi Pengadaan

Peralatan dan Mesin — Alat Pengolah Data
.MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud Kegiatan

Untuk memberikan dukungan fasilitas perkantoran di lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk pengadaan peralatan dan
mesin.

Tujuan Kegiatan

Tercapainya dukungan peralatan dan fasilitas perkantoran di lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk pengadaan
peralatan dan mesin untuk mendukung tugas dan fungsi Komisi Pemilihan

Umum pada masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

Indikator Keluaran

Tersedianya fasilitas perkantoran peralatan dan mesin untuk Keperluan
Kantor KPU RI yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum untuk mendukung tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Tahun
2021 dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

Keluaran

Terselenggaranya kegiatan dukungan operasional perkantoran di lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.



V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
a. Metode Pelaksanaan
Kegiatan penyelenggaraan dukungan fasilitas perkantoran peralatan dan
mesin ini dilaksanakan dengan metode e-purchasing.
b. Tahapan Kegiatan
Penyelenggaraan dukungan fasilitas perkantoran peralatan dan mesin dibagi
dalam beberapa tahap dari bulan Oktober s.d.Desember TA 2021.
V. PENANGGUNG JAWAB
Penanggung jawab kegiatan pelaksanaan ini adalah Biro Umum Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
VI. JADWAL KEGIATAN
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1. Melakukan perbandingan harga dan kualitas barang dilakukan selama
1 bulan.
2. Melakukan pemilihan barang dilakukan selama 1 bulan.
3. Melakukan pembayaran barang ke rekanan dilakukan sesuai dengan
jadwal Tambahan Uang Persediaan (TUP) Komisi Pemilihan Umum.
b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan
NO TAHAPAN KEGIATAN BULAN
LAYANAN PERKANTORAN Oktober | November | Desember
A Melakukan perbandingan harga dan \%
kualitas barang
C | Melakukan pemilihan barang V
D Melakukan  pembayaran barang ke \%
rekanan
VIl.  SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Peralatan dan
Mesin — Alat Pengolah Data ini dibebankan pada APBN KPU Tahun

Anggaran 2021.

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp816.000.000,- (Delapan Ratus

Enam Belas Juta Rupiah)







RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Pengadaan Peralatan dan Mesin — Alat Pengolah Data

Pengadaan Peralatan dan Mesin — Alat Pengolah Data

3360.EAE Layanan Prasarana Internal

3360.EAE.951 | Layanan Sarana dan Prasarana Internal

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Volume
Uraian HargaSatuan Jumlah

Unit Satuan

Pengadaan Peralatan dan Mesin - Alat

Pengolah Data 34 Unit Rp24.000.000,- Rp816.000.000,-




KOMIST PEMILIHAN UMUM REFUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjel Nomor 29 Jakarla Pusaf
Telp. (D21]) 31937233

Fe, (1141 3157759

BERITA ACARA

LInlt Karja

Pokerjaan

Tahun
Anggaran

Eiro Perundang-Undangan

Sekretariat Jenderal Komlsi
Pemilitan Umum

Fengadaan Fakek Fulltoard
Weefing Keqiatan Harmonisssi dan
Fenyusunan  Rancangan  Final
Feraturan KFLI tentang
FPendaftaran, Werlakasl, clan

! Penstapan Fartar Politlk  Peserta

Pemillhan Umurm Angoota Dewan
Peryakilan  HKakyat dan  Dewan
Fervakilahh [MHakyat Daerah, di
Jakarta,
2022

Berita Acare  Penyusunan |
 Harga Parhitungan  Sendifd
 (HPS) :

Momor : 03PPEEBA -
HPS/OFEPULLNL2
022

Tanggal : 11 Juli 2022
Lamp 1 {satu}y barkas

Pada hari ini Jurnat tanggal Sebelas bulan Juli tahun dus 1ibe dua puluh dus,
bertempat di Fuang Kerja Biro Perundang-Undangan Sekretalat Jenderal komisi
Fermilihen Umum, kanter Eomls Peenllihan Umom Lantai L, Jalan lmam Bonjal Mo, 29
Jakarta Pusat, menerangkan bahwa.

1. Mama
Jabatan

MurF Syarifah
Pejaipat Pembuat Komitmen pada
Sekratarat Janderal KPU Bagian Anggaran 076,

2. Dengan ini menyatakan hal-hal a=bagai berlkut -
3. Pejabat Parmbual Komitrmen telah menyusun Harga Perhitungan Sencin {HP'S)
Pekerjaan Fengadaan Paket Foilboard Mealing Kegiatan Harmonizasi dan
Penyusunan Rancangan Final Peraturan KPL wentang Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penstapan Pari Peolitk Peserta Pemilhan Umum Anggota Devwan

Penvakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Jakaita,

b. Harga Parhitungan Seandiri (HPS) disusun dengan memerhatikan :

11 Peraturan Menteri Keuangan Republk Indonesia Momor S0P 022021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 {terkait Satuan Biaya
RapatPertermuan di Luar Kankas);

2] Harga pasar =etempat; dan

Bire Perundang-Undangan




3) Memperhitungkan pajak dan biaya serta keuntungan yang wajar bagi
penyedia barangfjasa,
c. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf b di atas, maka ditetapkan Spesifikasi
Teknis dan Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Perundang-Undangan
selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

et

Nur Syarifah




Larmpiran  Beritz Acara  Penefapan

Spasifias Tzkniz dan Harga

Ferhitungan Sendid (HP3)Y

Motmo: O3PFPESBA -
HPSTEPLUA202E

Tanggal 171 Jull 2022

SPESIFIKAS] TEKHIS

A.

B [

1 [zatu) rdapg peremuran yang dapat menampung 99 (sembilen pulub
sembilan; orang dengan menerapkan protekol kesehatan pencegahan Covid-
19;

selfily mang pertemuan adalah & Shepe untuk peszerta dan msja
narasumberpimpinan rapat berads di depan menghadap ke peserts, termasuk
fhicrophaore wirstoss pating sedikit & (enam), LCD screen dan projector paling
sedikit 2 {dua), fip ehart, note, pulpen, air minum, dan pemen;

1 (=afu} ruang fransit'ViF room dengan kapasitas 210 arang terdid dari 2ofa dan
meja kecil;

1 [3atu) ruang sekvetadat untuk tempat panitia melaksanakan rapat intemal;
Aksss dan tampat parkir bagh maobil WP,

Jaringan internet {fufl speedh pada ruangen rapat, rueng transit, dan ELIaNG
eekretariat.

Fihak Hotal menmyediakan 59 (ima puluh sembilan) kamar ootk peserta
dengan rincian sebagai berilot:

1. Eselon VIl sebanyak 1% (sembilan belas) karnar single; dan

2. Eselon ] ke bawah ssbanyak 40 {Empat pulul) kamar e

Penyedizan katnar sebagaimana dimaksud pads hunif g oleh Pihak Hotel
berdurasl sefama 2 (dua)l malam yaitu pada tanggal 13 s.d 15 Juli 2022

Flhak Hotsl menyediakan dan memfasilltasi Paket Fuiboard Masiing sebanyak
104 ¢seratus ampat) oreng berdurasi 3 (tiga) har kalender,

Fezarta rapat metdapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam setta
snack fiap harinya dengan keterfuan makan terdld darl empst sehat dan
minuman, s=ta Shack terdin dari 3 (figa) buah enack dan minuman teh dan
kopi.



L. HPS

Paket Fullboard Meeting Kegiatan Harmonisasi dan Penyusunan Rancangan
Final Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Feserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jakarta tanggal 13 =.d 15 Juli 2022

Harga Harga
Mo Uraian Valume Satuan Total
(Rp) (Rp)
A. | Paket Akomodasi dan Konsumsi
(Fullboard Mesting)
1 | Eselon Il 19 omg x 2 malam 1347000 | 51.1B8.000
2 | Eselon Il ke bawah B0 org x 2 malam 1.157.000 | 191.520.000
JUMLAH 242.706.000

{Terbilang : dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Harga sudah termasuk pajak

Total HPS = Rp 242.706.000,-

(dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu
rupiah)

repala Biro Perundang-Undangan
selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

et

Mur Syarifah




Lampiran  Berita Acara Penefapan

Spasifikasl  Teknis  dan  Harga

Perhitungan Sendid (HPS)

MNomor ; 03/PPK/BA -
HPS/OTGIPUUAN2022

Tanggal : 11 Jull 2022

SPESIFIKAS] TEKNIS

a.

"o e

1 [(satu) ruang pertemuan yang dapat menampung 99 (ssmbifan puluh
sembilan) orang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-
19;

sefting ruang pertemuan adalah & Shape untuk peserta dan meja
narasumber/fpimpinan rapat berada di depan menghadap ke peserta, termasuk
rricrophone wireless paling sedikit & (enam), LCD screen dan projector paling
sedikit 2 {dua), flip chart, note, pulpen, air minum, dan pemmen;

1 (safu) ruang fransit/Vie room dengan kapasitas 210 arang terdirt dari sofa dan
meja kecil:

1 (satu) ruang sekretanat untuk tempat panitia melaksanakan rapat intemmal;
Akses dan tempat parkir bagi mahil VVIP;

Jaringan internet {fuf! speed) pada ruangan rapat, ruahg transit, dan ¥uang
sekretariat.

Pihak FHotel menyediakan 59 (lima puluh sembilan) kamar untuk pesera
dengan rincian sebagai berikut:

i. Eselon Ifll sebanyak 19 (sembilan belag) kamar single; dan

2. Eselon [N ka bawah sebanyak 40 {Empat puluh) kamar twi;

Penyadiaan Kamar sebagaimana dimaksud pada huruf g oleh Pihak Hotel
berduras| selama 2 (dua} malam yaitu pada tanggal 13 s.d 15 Juli 2022;

Plhak Hotel menyediakan dan memfasilltasi Paket Futboard Masling sehanyak
104 (seratus ampat} orang berdurasi 3 (tiga) hari kalender,

Peserta rapat mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam setta
snack tiap harinya dengan ketenfuan makan terdld darl empat sehat dan
minuman, serta shack terdid dari 3 (tiga) buah snack dan minuman teh dan
kopi.



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) dalam rangka
Siaga Pengamanan Pimpinan

Nomor:

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di pada hari tanggal __ bulan tahun
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara:

1. Fko Iswanftoro, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di /I Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Nomor :
4/KU.05/02/2022 tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan
Kontrak” dan

2. [nama wakil Penyedial, [jabatan wakil Penyedial, yang bertindak

untuk dan atas nama [nama Badan Usaha Penyedial, yang berkedudukan di

[alamat Penyedial, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ___ [No.

Akta Pendirian/Anggaran Dasar| tanggal [tanggal penerbifan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar|, selanjutnya disebut "Penyedia”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPB)) Nomor , tanggal

bulan tahun , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana

diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan
kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini.

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah  mendapatkan  kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi
yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat
dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam lampiran Kontrak ini.



Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) dalam rangka Siaga
Pengamanan Pimpinan.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.

(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak ini:

Adendum/ perubahan Pokok Surat Perjanjian (apabila ada);

Pokok Surat Perjanjian;

syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

dokumen penawaran;

spesifikasi teknis;

gambar-gambar (apabila ada);

daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.

FER S0 A0 T

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana
diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
tanpa dibubuhi meterai.



Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran Penyedia
Kepala Bagian pada Biro Umum selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

[tanda tangan dan cap | [tanda tangan dan cap/
[Eko Iswantoro/ [nama lengkap/
[jabatan] [jabatan]

Catatan:
— Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan
untuk Penyedia; dan
— Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat
Penandatangan Kontrak.



DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR, BROSUR

Spesifikasi Teknis
- Merupakan Produk Dalam Negeri, Perakitan dan modifikasi dalam Negerti;

Dimensi
- Bermuatan 4 penumpang;
- Total Dimensi : P.4.931 mm x L.1.640 mm x T.1.150 mm
- Ruang Kabin Penumpang: P.8§70 mm x L.1.640 mm x T. 1.150 mm
- Ruang Bagasi: P 1.314 mm x L 1.110 x T419 mm
- Jarak sumbu roda : 3.090 mm
- Bebas dasar : 340
- Berat terbuka : 2.060 kg
- Berat tertutup : 2.160 kg

Performa
- Mesin : Turbo Diesel 4-Cylinder, 16 Valce DOHC
- Transmisi: Manual 6 Speed
- Daya Maks : 149 tk, 400 Nm
- Bahan Bakar : Diesel
- Isi Silinder : 2.494 cc

Kaki-Kaki
- Suspensi depan : Independent, coilover shick, ling arm

- Suspensi belakang : Rigid,coilover shock, four link arm
- Pelek : R17

Fitur
- Kecepatan aman : 120 Kpj
- Radius putar : Maks. 13.7 m
- Daya Tanjak : 60% (+/- 31 derajat)
- Kemiringan : 30% (+/- 17 derajat)
- Sudut datang : 49 derajat
- Sudut pergi : 49 derajat
- Jarak tempuh : 800 km
- Kapasitas bbm : 80 liter

Kelengkapan
- Winch 4.5 Ton

- Ban Mud Terrain 31 x 12.50 R17

- Lampu Blackout
- AC



Daftar Kuantitas dan Harga

No. Uraian Barang Kuantitas dan Satuan Volume
Spesifikasi
Teknis/KAK
dan/atau
Gambar, brosur
Kendaraan Ringan Taktis 4x4 ~ Unit 1 (satu)




SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai
berikut:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan —anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang
selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah
pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat
perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia,
dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.

Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

Kemitraan adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis
dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/
bentuk kerjasama lain.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Bank
Umum/Perusahaan  Penjaminan/Perusahaan  Asuransi/
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong
ckspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan



2. Penerapan

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang seclanjutnya disebut
Kontrak adalah  perjanjian tertulis antara Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan
yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung.
Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada
bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan
memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing
bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.

Hari adalah hari kalender, kecuali disebut secara eksplisit
sebagai hari kerja.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang
sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen
Penunjukan Langsung.

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara
logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada
Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak
dan kewajiban Para Pihak.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja
yang sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah
Pengiriman  (SPP) yang  diterbitkan oleh  Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima
Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia.

Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam
Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana
Barang akan dipergunakan oleh PPK.

Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban
pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan
istilah pengiriman yang digunakan.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan
barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki dalam Kontrak.



3. Bahasa dan
Hukum

4. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

5. Asal Barang

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa
Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para

pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa
saja  atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada)
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul
4.1.

Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan

Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat

dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK;

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan; dan

d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen
impor.

Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain
tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur,
pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya
dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen
berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak
berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan
komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang
tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi
Dalam Negeri yang merupakan bagian dari Penawaran
Penyedia.

Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan
kelengkapan dokumen barang:

a. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan

b. Sertifikat Produksi.



6. Korespondensi

7. Wakil sah para
pihak

8. Perpajakan

9. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

10. Pengabaian

5.6  Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat
Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK bersamaan
dengan serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan
Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi
dicantumkan dalam rancangan kontrak.

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,
e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak
yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e~
mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang
tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau
dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk
Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan
atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

9.1  Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(mergen), konsolidasi, atau pemisahan.

9.2  Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara
lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali
pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam
SSKK.

9.3  Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.4  Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila
pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan
dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.

9.5  Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan.

9.6  Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan
sanksi yang diatur dalam SSKK.

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat



11. Penyedia
Mandiri

12. Kemitraan

dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak
yang melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap
personel dan subPenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut
dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas
nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

14. Surat Perintah
Pengiriman

15. Lingkup
pekerjaan

16. Standar

17. Rapat Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak
(apabila
diperlukan)

13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK.

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum
berlaku.

14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif
Kontrak.

14.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia
sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.

14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan
SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia
dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan
waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak
tanggal penerbitan SPP.

14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan
sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan
pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan
standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.

17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,
unsur perencanaan, dan unsur pengawasan
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak meliputi:
a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab
dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti
tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan
kontrak;



18. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanaan
Pekerjaan

19. Inspeksi
Pabrikasi

20. Pengepakan

21. Pengiriman

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

21.1

21.2

21.3

c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar
melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;

e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan
yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan
mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan;
dan

<. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak
selama pelaksanaan pekerjaan.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat
mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel
Pejabat Penandatangan Konfrak. Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan
Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat melakukan inspeksi atas proses  pabrikasi
barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.

Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.

Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk
mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar
dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama
masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal
Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam
SSKK.

Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan
penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam
dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman
barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian
pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi,

Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang
cara penanganannya.



22. Asuransi

23. Transportasi

24. Risiko

25. Pemeriksaan
dan Pengujian

22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan
diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam
SSKK.

22.2  Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.

22.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.4 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai
kontrak.

23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan
Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai
dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK.

23.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat
Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan
penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap
berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat
Penandatangan  Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan
Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

25.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan
pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan
kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah
ditentukan dalam kontrak.

25.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh
Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur
dalam SSKK.

25.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur
dalam SSKK.

25.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai
Kontrak.

25.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang
terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan
di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran
Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang
terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan
Kontrak.

25.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis
dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat



26. Uji Coba

27. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

28. Peristiwa
Kompensasi

29. Perpanjangan
Waktu

25.7

Z26.1

26.2

26.3

27.1

27.2

27.3

27.4

Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang
tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk
memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah
dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak
dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara
pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia
disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau
pihak lain yang terkait.

Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau
mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya
ditanggung Penyedia.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia
berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada
klausul 13.

Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda.

Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka jangka waktu untuk
menyelesaikan pekerjaan diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud pada klausul ini adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal
sebagai berikut:

a.

b.
C.

f.

Q.
29.1

Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak
Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan  pengujian  ternyata  tidak  ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-
gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;

Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;

Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan
pelaksanaan pekerjaan; atau

ketentuan lain dalam SSKK.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian  berdasarkan  data  penunjang.  Pejabat
Penandatangan Kontrak  dapat meminta pertimbangan



30. Pemberian
Kesempatan

29.2

29.3

29.4

29.5

29.06

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan
perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan
jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/ mengatasi dampak
Kompensasi.

Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya
perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah
Penyedia meminta perpanjangan.

Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum/perubahan Kontrak.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai
masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, dimuat
dalam Adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya
mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan
Jaminan Pelaksanaan.

Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dituangkan dalam adendum/perubahan kontrak
yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa
berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

C. PENYELESATIAN KONTRAK

31. Serah Terima
Barang

31.1

31.2

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan  ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima barang.

Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.



32. Jaminan bebas
Cacat Mutu/
Garansi

31.3

31.4

31.5

31.6

31.7

31.8

31.9

31.10

31.11

32.1

32.2

32.3

32.4

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,
yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli
dan/atau tim teknis.

Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuian
barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam
Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang
dan membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang
jika hasil pemerikasan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan
Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani bersama dengan Penyedia.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah
terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah
Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.

Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus
maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia
berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan
dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai
Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:

a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan
Kontrak; dan

b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).

Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas
waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia
atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan
denda keterlambatan.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan
(ika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama
penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia,
atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa
garansi berlaku.

Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansi
berlaku.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan
tersebut.



33. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

D. PERUBAHAN KONTRAK

34. Perubahan
Kontrak

32.5

32.6

33.1

33.2

34.1

34.2

34.3

33.3

34.4

Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau
melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat
Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak
lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan
melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi
barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi
barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut
dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai
tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang
lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan
perawatan sebelum serah terima Barang.

Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak
menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai
kontrak.

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
Kontrak.

Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal

terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK

yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh

para pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi
lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul
34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk
hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain
pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan
rekening Penyedia, dan sebagainya.

Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari
nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya
anggaran.

Perintah  perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak awal.



35. Keadaan Kahar

34.5

34.6

34.7

34.8

34.9

34.10

34.11

35.1

35.2

35.3

35.4

35.5

Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan
Kontrak.

perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-
hal sebagai berikut:

a. perisiwa kompensasi; dan/atau

b. Keadaan Kahar.

Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu
terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan
waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat
peristiwa kompensasi.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara
tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan tim atau
tenaga  ahli  untuk  meneliti  kelayakan/kewajaran
perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau

Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
menteri teknis terkait.

a. Bencana alam;

b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;

e. Kebakaran;

f.

Q.

Apabila  terjadi Keadaan  Kahar, maka Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar,
dengan menyertakan bukti.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Konfrak ini akan

dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan

ketentuan:

a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan



36.

37.

35.6

35.7

35.8

35.9

35.10

yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama
atau berdasarkan audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan wuntuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian  biaya ini  harus  diatur  dalam
adendum/perubahan Kontrak.

Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji

atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan

oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk
memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan
Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan
terjadinya peristiwa yang menyebabkan
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian  pekerjaan akibat keadaan kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Penghentian
Kontrak

Pemutusan
Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar
sebagaimana dimaksud pada klausul 35.9.

37.1

37.2

37.3

37.4

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak
secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi
kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  tidak  memenuhi
kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan
Kontrak.



38. Pemutusan
Kontrak oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

39. Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

38.1

38.2

38.3

39.1

Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan

Kontrak  dapat memutuskan Kontrak ini  melalui

pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya

hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang
berwenang;

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi
yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatangan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat
Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan;

. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan.

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang
diatur dalam klausul 30.3 SSKK;

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3
SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan; atau

j.  Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang

ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak
tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan (apabila ada).

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana

dimaksud pada klausul 38.1, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan
tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang
harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang  Hukum  Perdata, Penyedia  dapat

memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia
secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak



40. Berakhirnya
Kontrak

39.2

40.1

40.2

40.3

ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat
Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan
kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua
hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan
pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak.

Dalam hal kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah
selesai, namun kontrak belum berakhir, apabila masih
terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan, Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan pembayaran sisa
pekerjaan tersebut kepada Penyedia.

F. Pejabat Penandatangan Kontrak

41. Hak dan
Kewajiban
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

41.1

41.2

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia;

b. meminta laporan-laporan yang tercantum dalam Kontrak
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
Penyedia;

c. menerima hasil pengadaan Barang sesuai dengan
spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;

d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;

e. memberikan instruksi;

f.  mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila
ada);

<. menyetujui adendum/perubahan kontrak;

h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan

garansi (apabila ada); dan/atau
i.  menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. membayar uang muka;

membayar penyesuaian harga;

membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan

Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

=0



G.

42.

43.

44.

45.

46.

PENYEDIA

Hak dan
Kewajiban
Penyedia

Tanggung
Jawab

Penggunaan
Dokumen
Kontrak dan
Informasi

Hak Atas
Kekayaan
Intelektual

Penanggungan
dan Risiko

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

42.1 Penyedia mempunyai Hak:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan
Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam
kontrak; dan

b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai
ketentuan kontrak.

42.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang
periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang
yang telah ditetapkan dalam kontrak;

c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga Kkerja, bahan-bahan, peralatan,
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang
dirinci dalam kontrak;

d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan
Penandatangan Kontrak;

e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan
jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;

f.  mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan

€. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of
inferesp).

se€cara

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan
Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan
waktu  pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
Pengiriman/penyerahan Barang.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis,
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan
Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

46.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tangeung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan



47. Perlindungan
Tenaga Kerja
(apabila
diperlukan)

48. Pemeliharaan
Lingkungan

Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat
Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim
yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Surat
Perintah Pengiriman ditandatangani oleh Penyedia sampai
dengan tangeal penandatanganan berita acara serah terima:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel,

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak lain.

46.2 Terhitung sejak Tanggal Surat Perintah Pengiriman sampai
dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima
awal (apabila ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan
Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko
Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh  kesalahan atau kelalaian Pejabat
Penandatangan Kontrak.

46.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

46.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau
Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi
sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) ditandatangani
oleh Penyedia sampai batas akhir Masa Pemeliharaan
sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa
berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau
dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian Penyedia.

47.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan
sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

47.2  Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Personelnya untuk mematuhi ketentuan  mengenai
keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-~
undangan.

47.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan
kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia,
jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.

47.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia
melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai
setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat)
jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai
untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan
harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.



49.

50.

51.

52.

53.

54.

Asuransi
Khusus dan
Pihak Ketiga

Tindakan
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Kerjasama
Penyedia
dengan Usaha
Kecil Sebagai
SubPenyedia

Penggunaan
Lokasi kerja
(Apabila ada)

Keselamatan

Denda dan
Ganti Rugi

49.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib
menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal
selesainya pekerjaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko
lain yang tidak dapat diduga; dan

b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

49.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam nilai kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau

b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

51.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
bukan pekerjaan utama.

51.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia
kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.

51.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertangung jawab penuh
atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

51.4 Penyedia membuat Ilaporan mengenai pelaksanaan
subkontrak.

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi
kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-
pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang
perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal
kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi
kerja (apabila ada).

54.1 Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia atau Pejabat Penandatangan
Kontrak sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya
cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

54.2 Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan,
menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan
kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan
berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang
kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

54.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila
terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara
memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual Penyedia.



55. Jaminan

56. Laporan Hasil
Pekerjaan

57. Kepemilikan
Dokumen

54.4

54.5

55.1

55.2

55.3

55.4

55.5

55.6

55.7

55.8

56.1

56.2

56.3

57.1

57.2

Besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.

Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, dan pelunasan uang
muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan
uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak
menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

Jaminan  Pelaksanaan  diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya
sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah
terima pekerjaan.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang
dalam Kontrak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan
diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka
yang diterima oleh Penyedia.

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
tanggal serah terima barang.

Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan
tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam
Dokumen Pemilihan.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat
laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa
oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau
waktu pemutusan Kontrak.



58. Personel
dan/atau
Peralatan

57.3

58.1

58.2

58.3

58.4

58.5

58.6

58.7

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang
diatur dalam SSKK.

Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang
dibutuhkan.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian

Personel apabila menilai bahwa Personel:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia
berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan
kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7
(tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Personel berkewajiban untuk menjaga  kerahasiaan
pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

59. Nilai Kontrak

60. Pembayaran

59.1

59.2

60.1

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai
kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum
dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian
yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
ketentuan dalam SSKK untuk:

1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan
tenaga kerja;

2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
barang/bahan/material/peralatan; dan/atau

3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diberikan;

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan
uang muka maka Penyedia harus mengajukan



d.

permohonan pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk
menjual produk jaminan (surefyship) ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang;

pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional
pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai
kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada
saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak.

60.2  Prestasi pekerjaan

a.

pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara seckaligus sesuai yang
ditetapkan dalam SSKK.
pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil pekerjaan;

2) Pengecualian untuk:

a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya
dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa
diterima;

b) pembayaran bahan/material dan/atau
peralatan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan yang akan diserahterimakan yang
telah  berada  dilokasi  pekerjaan  dan
dicantumkan dalam kontrak namun belum
terpasang; atau

¢) pembayaran pekerjaan yang belum selesai
100% (seratus persen) pada saat batas akhir
pengajuan pembayaran dengan menyerahkan
jaminan atas pembayaran.

3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda

(apabila ada) dan pajak; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan  pembayaran  dilengkapi  bukti
pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan

setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita
acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan
dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Pembayaran dengan Lefter of Credif (L/C) mengikuti

ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

60.3  Sanksi Finansial
Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda
keterlambaan

a.

Ganti Rugi



61. Perhitungan
Akhir

62. Penangguhan
Pembayaran

63. Penyesuaian
Harga

60.1

60.2

62.1

62.2

62.3

62.4

63.1

63.2

63.3

63.4

63.5

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan
tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan
volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak
berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah
sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana
ditentukan dalam SSKK.
b. Denda Keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di
dalam SSKK.

Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum
dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan
berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan
dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah
ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan
pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi
kegagalan atau kelalaian Penyedia.

Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,
penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan
denda kepada Penyedia.

Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana
diatur di dalam SSKK.

Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau bagian yang
dikontrakan secara harga satuan pada Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih
dari 18 (delapan belas) bulan.

Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga
belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

Penyesuaian  Harga  Satuan  berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan,
biaya tidak langsung (overhead cosf) dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum
Kontrak.



63.6

63.7

63.8

63.9

63.10

63.11

63.12

63.13

63.14

Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
harga dari negara asal barang tersebut.

Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat
adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak
tersebut ditandatangani.

Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks
harga terendah antara jadwal kontrak dn jadwal kontrak dan
realisasi pekerjaan.

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:

B, Cn Dy
Hn_HO (a+ bB—0+ CC—0+dD—O+>

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan

overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran
komponen keuntungan dan overhead maka
a=0,15.

b,c,d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja,
bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahana+b+c+d+....dst adalah 1,00.

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan

penyampaian penawaran.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan

dilaksanakan.

Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang
digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut:

By = (Hu, x Vi) + (Hy, x Vo) + (Hp, x V3) + -

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga
Satuan;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan

setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan
rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.

Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam
Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.



I. PENGAWASAN MUTU

64. Pengawasan
dan
Pemeriksaan

65. Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

66. Cacat Mutu

67. Pengujian

68. Perbaikan Cacat
Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan
dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.

65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan
pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia.

65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia
secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat
Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta
menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu.
Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa
Kontrak dan Masa Garansi.

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu
yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan
apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka
Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.
Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila
ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada
Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut.
Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa
Kontrak dan Masa Garansi.

68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

68.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak
secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana pada klausul 38.2; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara
langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan
penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti
biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo
(apabila ada) atau biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.



68.4

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda
Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat
Mutu.

J.  PENYELESAIAN PERSELISIHAN

69. Itikad Baik

70. Penyelesaian
Perselisihan

69.1

69.2

69.3

69.4

70.1

70.2

70.3

70.4

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk
melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-
hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang
diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan
penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP,
Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama
memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan
dicantumkan dalam SSKK.



SYARAT-~SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

4. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

6. Korespondensi

7. Wakil sah para
pihak

9. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

Pengaturan dalam SSKK

4.3 Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke
[diisi dengan kas negara atau kas daerah]

6.1 Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak :
Nama :

Alamat :

Telepon :

Website :

Faksimili :

e-mail :

Penyedia :
Nama :
Alamat :
Telepon :
Website :
Faksimili :
e~-mail :

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:
Untuk Penyedia:

Pengawas Pekerjaan :
sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)

9.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:
1.
2.
3. dst

[diisi  sefelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan
penawaran Penyedial

9.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi
a. [dilakukan pemutusan kontrak, atau
b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak
dengan harga yang dibayarkan kepada subkontrakfor/
(dipilih salah satu)



13. Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

19. Inspeksi
Pabrikasi

20. Pengepakan

21. Pengiriman

22. Asuransi

23. Transportasi

13.2

19.1

19.2

20.1

20.2

21.1

21.2

22.1

22.2

22.3

23.1

23.2

Penyedia  harus menyelesaikan  pekerjaan  selama:
( ) (hari kalender); atau

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP

disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal Tanggal

(

[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari
atau menggunakan tanggall

Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan [Ya/Tidak]:

Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi
barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:

Hari :
Tanggal :
Ruang Lingkup :

[diisi dengan Tujuan Pengiriman atau Tujuan Akhir/

Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam
dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus
diserahkan oleh Penyedia adalah :

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK
sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima
maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang
diakibatkannya.

Penyedia menggunakan transportasi
[enis angkutan/ untuk pengiriman barang melalui
[darat/laut/udaral

Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi

Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman
meliputi :

Penerima manfaat :

Tempat Tujuan Pengiriman:

Tempat Tujuan Akhir:




25.

28.

29.

30.

31.

38.

39.

41.

Pemeriksaan
dan Pengujian

Peristiwa
Kompensasi

Perpanjangan
Wakiu

Pemberian
Kesempatan

Serah Terima
Barang

Pemutusan
Kontrak  oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

Hak dan
Kewajiban
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

25.2  Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh [diisi
dengan penyedia/Pejabat Penandatangan Konfrak/Pihak
Ketiga yang difunjuk].

Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh

[diisi dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal
pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh penyedia, atau
penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal
pemeriksaan dan pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga/

25.3 Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi:

25.5 Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di:

Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila

29.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya
perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat

[diisi jumlah hari kalender/ setelah Penyedia
meminta perpanjangan.

29.3 pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  untuk
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan [diisi
dengan jumlah hari kalender/ sejak berakhirnya jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan.

31.2 Serah terima dilakukan pada: [Tempat Tujuan
Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]

38.1,j Batas waktu penghentian pekerjaan oleh Penyedia paling
lama [diisi dengan jumlah hari
kalender/

39.1.a Batas waktu maksimum penundaan pekerjaan selama
(hari kalender)

39.1.b Batas waktu maksimum untuk penerbitan Surat Perintah
Pembayaran selama (hari kalender)

41.2.e Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas
berupa:
[diisi dengan rincian sarana dan prasaranan atau kemudahan
lainnya yang akan diberikan kepada Fenyedial




46.

49.

50.

51.

57.

60.

Penanggungan
dan Risiko

Asuransi
Khusus dan
Pihak Ketiga

Tindakan
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Kerjasama
Penyedia
dengan Usaha
Kecil Sebagai
SubPenyedia

Kepemilikan
Dokumen

Pembayaran

46.4

49.1

hari kalender.
[diisi dengan masa Pemeliharaan apabila adal

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja,
barang atau peralatan yang beresiko tinggi terjadinya
kecelakaan  terkait dengan pelaksanaan  pekerjaan
[Ya/Tidak]:

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak
lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait
dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]/:

Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:

50.2

57.3

60.1

60.2

Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha
kecil:

1.

2.

3. dst
[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan
penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnyal/

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang
dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan
sebagai berikut:

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka
[Ya/Tidak].

[jika ”YA”]
Uang muka diberikan sebesar __% (
Nilai Kontrak.

persen) dari

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
[Termin/Bulanan/Sekaligus].

[Unfuk pembayaran dilakukan secara fermin, maka
dilakukan dengan kefentuan:
Termin ke-1: sebesar % dari harga Konfrak unfuk

penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput
berupa .

Termin ke-2: sebesar % dari harga Konfrak unfuk
penyelesaian fahapan pekerjaan/suboutput

berupa



63. Penyesuaian
Harga

70. Penyelesaian
Perselisihan

60.3

63.1

70.4

Termin ke-3: sebesar___% dari harga Konfrak unfuk
penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput
berupa
dst...J

[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar
berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang disetujui
yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan
dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak./

Sanksi Finansial

a. Ganti Rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan
dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan:

[diisi dengan nilai kerugian yang dfimbulkan/
b. Denda Keterlambatan
Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan
penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan
adalah:
[Diisi dengan memilih salah satu.:
1)  1%o (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak
yang tercantum dalam Konftrak; atau
2)  1%o (satu permil) per hari dari harga Kontrak/

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian
kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1.

2.

3.

4. dst

[diisi dengan bagian pekerjaan]

Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: [Ya/Tidak]/

Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia,
penyelesaian  sengketa  akan  dilakukan = melalui

[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh
LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri/

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan
Negeri [disebutkan Nama Pengadilan
Negeri/




FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Sayn yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ¢ lsthy Komalawati

Jahatan t [irector Sales & Marketing

Bertindak untuk don ains : PT. Wisata Triloka Buana (Hotel Le Mendien Jakaria)
nama

Alamust :J Jendral Sudirman Kav. 18-20 Jakurta

Telepon/Fax o 021-2513131

Emuil Jkimd. reservationa/lemeridien.com

menyatakon dengan sesungguhnyva bahwa:

R

Saya berminat untuk mengikuti proses Pengadasn Paket Akomodasi dan Konsumsi dalam
Rangka Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Penyusunan Kajian Rekomendasi
Kebijukan Terkait Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Dalam Megeri pada Pemilu Serentak
Tahun 2024 tanggal 3 s.d 5 Agustus 2022 di Jakarts, sampai selesai;

Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontruk;

saya bukan scbagai pegawni K/L/TV;

saya tidok sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak vang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang says wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegintan usahanya tidak sedung dibentikan;

salah satu dan/utay semus penpurus badan usaha vang sava wakili tidak masuk dalam Dafiar
Hitam;

data-data sayn/ badan usaha yvang saya wakili adaluh sebagai berikut:

AL Dutn Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/ : PT. Wisata Triloka Buana (Hotel Le Meridien Jakarta)
Koperasi)
Status - [Y Pusm [] ‘Cabang
Alamat Kantor © 1L Jendma! Sudirman Kav. 18-20 Jakana
No. Telepon p 021-2513131
Mo. Fax :

E-Mail - Jkimd reservation wlemeridien. com




B. Izin Usaha

I

No. ILJK/SIUPTDR

Masa berlaku  jzin
usahs

Instansi pemberi xn
usaha

T4.26/31/1.858.8°2017 tanggal 4 April 2007

Solama  perusahasn  menjalankan  kegiatan  dan wapb
melaporkan kegialan pariwisata setiap & {enam) bulan.

Dinas Pengnoman Modal dan Pelavanan Terpadu Saiu Piniu
Provinsi DKI Jakarta

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

o, Momor Akle
b, Tanggal

. Nama Notaris

At
T Nopember 987
Amrul Partomuan, 5.H,

2. Akia Perubahan PT/CV/Firma/Koperasi

i Nomor Akte 14
b. Tanggal 22 Maret 2019
€. Nama Notaris Rudy Siswanto, S.H,
E. Pengurus
No Nama No. KTP/ 8IM Jabatan dalam Badan Usaha

. | Rindangsari Kurniawati

31710741 10680005

Presiden Direktur

2. Rt Ria Kumidnta
Probosutedjo

3, | Ratmani Probosutedjo

I T10650086 70008

Direktur

1 31710668033090002

Presiden Koomisaris

4. | Diniarti Pertiwi Probosutedjo

31 T1065404620006

F. Data Kenangan

Komisaris

I. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PTVSusunan Pesero {untok CV/Firma)

No Nama No. KTP Persentase
1. | Ratmani Probosutedjo 3171066803390002 Jukarts
2. | Diniarti Pertiwi probosutedjo | 3171065404620006 Jakaria
3. | Rindangsari Kumigwati 31710741 10680005 Jakarta
4. | Rita B.K Probosutedjo 3171065008670008 Jukarta




1. Pajuk

Mamar

Pajuk

Pakok

Bukii

laporan

Waijib

Buana

01,061 680.3-059.000 dengan nama PT, Wisatn Triloka

Tahun terakhir

Pajak

Momor tonda Terinu'ﬂlléctmnik;

No 448034065321 81030241

Bukti Laporan bulanan

(tiga bulan terakhir)

1) PPh Pasal 21;

2) PPh Pasal 23;

3) PPh Pasal 25/Pasal 29;
4) PPN

| Surat Keterangan Fiskal

{sebagai pengganti huruf

b dan ¢}]

G. Fasilitas Akomodasi

- Akses Internet
Ruang Mecting Besar, ruang sekretarial, ruang VIP dengan standar protokol kesehatan
Podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, alat tulis, air mineral dli

H. Data Pengalaman Perusahaan

Mo Muma Bidang' Lokasi Pernberi Tugns! Kontrak Tumggal Selesni
F:.I:_a.-l Suls Pejoba et Menurui
Pekerinan Hilh_tlg Komitmen
i Mlamai! Wy Milak Kontrak BAST
Telepan | Tanggal
[ 2 3 4 5 6 | 7 4 10
KM Le '
Pl Tboard ; . ol Sepl b S
1 F b hepl
Meting JMrrld:l.-n Andikn Jakariu 201 TI.RZ0.000 2021
Kemonterian | Le
g Tullboard e Mubumad or s o
i b gl a4 10 Bept
Meeting perhubungan j:'l:::l:r:n Rifky Jakarta 40 ] 165200000 2021
B ATR Le
Fuliboard o 20 e 28 Dec
" = L
Meting E:::f“ Hotnairing | Jakarta | 550 4T880.000 | ooa

D.““'Hm.' pernyataan ini saya buat dengan scbenamya dan penuh rasa tanggung jawab, Jiks
dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen vang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan,
maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupn sanksi administratif,
sanksi pencantuman dalam Daflar Hitem, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secars pidana

kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Model Dokumen Pemilihan

Pengadaan
Jasa Lainnya

Tender Cepat



DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: 02/UKPBJ/DP/T/VIIl/ 2022

Tanggal: 11 Agustus 2022

untuk
Pengadaan

JASA SEWA CLOUD WEB SERVER
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022

Kelompok Kerja Pemilihan: Jasa Sewa Cloud Web Server
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tahun Anggaran: 2022
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BAB I. UMUM

A. Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Cepat ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya
dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.

B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Cepat ini
sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

C. Dalam Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Cepat ini dipergunakan pengertian, istilah
dan singkatan sebagai berikut:

Jasa Lainnya Jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan.

Produk Barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.

HPS Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang
telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan
Pajak Pertambahan Nilai.

LDP Lembar Data Pemilihan.

Kelompok Kerja Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk

Pemilihan mengelola pemilihan Penyedia.

(Pokja Pemilihan)

Pejabat Pembuat Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

Komitmen (PPK)

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat yang yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah
berwenang untuk pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian
menandatangani atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal
Kontrak dari PA, KPA, atau PPK.

SPMK Surat Perintah Mulai Kerja.

SPPBJ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Layanan Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi
Pengadaan Secara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Elektronik (LPSE)

SPSE Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE) berbasis web yang dapat diakses melalui websife unit



kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara

elektronik.
Form Tsian : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi
Elektronik komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (upload) oleh

pengguna aplikasi.
SIKaP :  Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

E-Tender Cepat : Proses pemilihan penyedia jasa lainnya dengan memanfaatkan
informasi Kinerja Penyedia yang tidak memerlukan penilaian
kualifikasi, administrasi, dan teknis dengan tahapan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  beserta
perubahannya dan aturan turunannya.

Pelaku Usaha :  Pelaku usaha yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SIKaP

Terverifikasi dan telah lulus dalam pembuktian kualifikasi.

Pelaku Usaha : Pelaku Usaha Terverifikasi yang memenuhi persyaratan

Terkualifikasi kualifikasi sesuai dengan paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan.

Tender Cepat ini terbuka dan dapat diikuti oleh Pelaku Usaha Terkualifikasi.

Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Tender Cepat melalui SPSE dan dapat
ditambahkan di websife Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.



BAB II. UNDANGAN

1. Pelaku usaha dalam SIKaP yang memenubhi kriteria kualifikasi akan terundang melalui SPSE.

2. Pelaku usaha yang diundang untuk mengikuti Tender Cepat mendaftar sebagai peserta dan
mengunduh Dokumen Tender Cepat melalui SPSE.



BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM
1. Lingkup
Pekerjaan

2. Sumber Dana

3. Peserta
Pemilihan

4. Perbuatan yang
dilarang dan
Sanksi

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Peserta menyampaikan penawaran harga atas paket
Pengadaan Jasa Lainnya dengan kode Rencana Umum
Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.

Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak
dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP,
berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai
kontrak.

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Nama UKPBJ sebagaimana tercantum dalam LDP.
Nama Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
Alamat Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP

Website Satuan Kerja/Kementerian/ Lembaga /Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP

1.10 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Peserta Tender Cepat adalah Pelaku Usaha Terkualifikasi yang sudah
mendaftar sebagai peserta tender cepat.

4.1.

Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan

dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam
bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan
Peserta yang bertentangan dengan Dokumen Tender
Cepat, dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan
dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
dan/atau hasil Tender cepat sehingga mengurangi/
menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang
sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan  palsu/tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen tender cepat



5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

6. Pendayagunaan
Produksi Dalam
Negeri

4.2.

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2
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d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh Pokja Pemilihan; dan/atau

e. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam
pemilihan Penyedia.

Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai

berikut:

a. sanksi digugurkan dari proses Tender Cepat atau
pembatalan penetapan pemenang;

b. sanksi Daftar Hitam;

c. gugatan secara perdata; dan/atau

d. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada
klausul 5.1 antara lain meliputi:

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu
badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris,
atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti
Tender Cepat yang sama.

b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat
Penandatangan  Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik
langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Peserta/Penyedia;

d. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender Cepat yang
sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung
oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya
lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang
saham yang sama.

Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan
usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan
Negara

Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang
mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri.

Dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya dimungkinkan

menggunakan material/ bahan, tenaga teknis/terampil, dan

perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. penggunaan tenaga teknis/terampil asing dilakukan
semata-mata  untuk mencukupi kebutuhan jenis
ketrampilan yang belum dapat diperoleh di Indonesia,
disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan
semaksimal mungkin dilakukan alih pengalaman/
ketrampilan kepada tenaga teknis/terampil Indonesia



7. Satu Penawaran
Harga Tiap
Peserta
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b. komponen berupa bahan dan/atau peralatan belum

diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis
bahan yang diproduksi di dalam negeri belum menenuhi
persyaratan,

c. pemilahan/pembagian bagian atau komponen yang telah

dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau
komponen yang berasal dari luar negeri (impor);

d. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya

sedapat mungkin dilakukan di dalam negerti;

e. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang

ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan,
ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;

f. daftar barang/jasa yang berasal dari luar negeri (impor)

wajib dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan
harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

Setiap peserta, hanya boleh menyampaikan satu penawaran harga.

B. DOKUMEN PEMILIHAN

8. Isi Dokumen
Pemilihan

9. Bahasa Dokumen
Tender Cepat

10. Pemberian
Penjelasan
(Apabila
diperlukan)

8.1

8.2

Dokumen Pemilihan terdiri dari:

. Umum;

. Undangan,;

. Instruksi Kepada Peserta;

. Lembar Data Pemilihan;

. Rancangan Kontrak (Kontrak, Syarat-Syarat Umum
Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen lain
yang merupakan bagian dari Kontrak).

f. Daftar Kuantitas/Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar

(apabila dipersyaratkan);

<. Bentuk Dokumen lain:

1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan
3) Jaminan.

000 T ®

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen
Tender Cepat ini. Kelalaian peserta yang menyebabkan
Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Dokumen Tender Cepat sepenuhnya merupakan risiko
peserta

Dokumen Tender Cepat beserta seluruh korespondensi tertulis dalam
proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

10.1

10.2

10.3

Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa
tatap muka melalui SPSE.

Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan
setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas
akhir penyampaian penawaran.

Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap
penting terkait dengan Dokumen Tender Cepat.



11.Perubahan
Dokumen Tender
Cepat

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6
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Pokja Pemilihan dapat didampingi PA/KPA/PPK/Tim Teknis
dalam pemberian penjelasan.

Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang
masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah
dijawab.

Apabila diperlukan Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya
pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir
tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Pokja Pemilihan masih dapat menjawab pertanyaan yang
masuk setelah tahapan pemberian penjelasan berakhir.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan
penjelasan ulang.

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat
pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian
Penjelasan (BAPP).

Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-
hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung,
maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum
Dokumen Tender Cepat.

Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar
dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum
dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender Cepat.

Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak
dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender Cepat maka
ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada
dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Tender Cepat
awal.

Setelah Pemberian Penjelasan (apabila ada) dan/atau sebelum
batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan
dapat menetapkan Adendum Dokumen Tender Cepat
berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi
Dokumen Tender Cepat.

Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Tender
Cepat dengan cara mengunggah (upload) file Adendum
Dokumen Tender Cepat melalui SPSE paling lambat 1 (satu)
hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (upload) file
Adendum Dokumen Tender Cepat kurang dari 1 (satu) hari
kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka
Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir
penyampaian penawaran.

Peserta mengunduh (download) Adendum Dokumen Tender
Cepat yang diunggah (upload) Pokja Pemilihan pada SPSE
(apabila ada).



12.Tambahan
Waktu
Penyampaian
Dokumen
Penawaran
Harga
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Apabila Adendum Dokumen Tender Cepat mengakibatkan
kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran
harga maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir
penyampaian penawaran harga.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA

13. Biaya dalam
Penyiapan
Penawaran
Harga

14.Harga
Penawaran

15. Jenis Kontrak
dan Cara
Pembayaran

16. Masa Berlaku
Penawaran
Harga dan
Jangka Waktu
Pelaksanaan

17.Pakta Integritas

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan
penyampaian penawaran harga.

Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab dan tidak
menanggung kerugian apapun yang dialami oleh peserta.

Harga penawaran dimasukkan pada Form Isian Elektronik
penawaran harga dalam SPSE.

Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumsum
dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan
harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam
Daftar Kuantitas Barang dan Harga. Jika harga satuan ditulis
nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata
pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga
satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus
dilaksanakan.

Untuk kontrak lumsum (apabila dipersyaratkan), peserta
mencantumkan harga penawaran berdasarkan Daftar
Kuantitas dan Harga.

Biaya tidak langsung (overhead cosf) dan keuntungan serta
semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah sesuai
peraturan perundangan serta biaya asuransi yang harus
dibayar oleh Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan Jasa
Lainnya ini diperhitungkan dalam harga penawaran.

Jenis Kontrak dan cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan
Jasa Lainnya ini dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.

Masa berlaku penawaran harga dan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

17.1

17.2

Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, serta akan
mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional.

Dengan mendaftar sebagai peserta Tender Cepat pada suatu
paket pekerjaan melalui SPSE maka peserta telah menyetujui
Pakta Integritas.
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D. PENYAMPAIAN PENAWARAN HARGA

18. Penyampaian 18.1
Penawaran Harga

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Penawaran harga harus disampaikan secara elekironik
melalui SPSE.

Dengan menyampaikan penawaran harga secara elektronik,
Peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:

a. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
spesifikasi teknis, gambar, metode, dan/atau kuantitas
pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Tender Cepat;

b. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan paling lama
sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam
Dokumen Tender Cepat;

c. Data/informasi yang diisi/disampaikan pada SIKaP
adalah benar, jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/informasi yang diisi/disampaikan tidak benar
dan/atau ada pemalsuan, maka direktur utama/
pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, bersedia
dikenakan sanksi administratif, sanksi daftar hitam,
gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara
pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Surat/ form penawaran harga yang disampaikan (inpuf) ke
dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan
telah ditandatangani secara elektronik oleh
pimpinan/direktur perusahaan, pihak lain yang mendapat
kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari
pimpinan/direktur  perusahaan atau kepala cabang
perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan
dengan dokumen otentik.

Peserta menyampaikan penawaran berulang dalam kurun
waktu paling kurang 60 (enam puluh) menit sesuai jadwal
yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran
berulang (e-reverse auction) lebih dari 1 (satu) kali dalam
kurun waktu sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
Penyampaian penawaran berulang dapat dilakukan lebih dari
1 (satu) kali selama kurun waktu yang telah ditetapkan
tersebut.

Peserta dapat menyampaikan (impuf) penawaran harga
secara berulang sebelum batas akhir waktu penyampaian
penawaran harga. Penawaran harga yang disampaikan
(inpuf) terakhir akan menggantikan penawaran harga yang
telah disampaikan (inpuf) sebelumnya.

Dalam hal peserta tidak menyampaikan penawaran harga
secara berulang maka sistem akan memasukan harga
penawaran awal dan harga tersebut ditetapkan sebagai harga
penawaran secara berulang.



19. Batas Akhir Wakiu
Penyampaian
Penawaran Harga

18.8

18.9

18.10

18.11

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6
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Setelah masa penyampaian penawaran berakhir, sistem
menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi
penawaran.

Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran harga yang
tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak
(corrupt) kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi
layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat
keterangan dan bila dianggap perlu unit kerja yang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.

Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
atau LKPP file penawaran harga tidak dapat didekripsi, tidak
dapat dibuka, atau rusak (corrupf) maka Pokja Pemilihan
dapat menetapkan bahwa file penawaran harga tersebut tidak
memenuhi syarat.

Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
atau LKPP, dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan
melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan

Penawaran harga harus disampaikan (nput)  secara
elektronik melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas

akhir penyampaian penawaran kecuali:

a. terjadi keadaan yang di luar kehendak Para Pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya;

b. terjadi gangguan teknis;

c. perubahan Dokumen Tender Cepat yang mengakibatkan
kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen
penawaran harga; atau

d. tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang
menyampaikan harga penawaran sampai dengan batas
akhir penyampaian penawaran harga.

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir
penyampaian penawaran maka harus
menyampaikan/menginformasikan  alasan yang  dapat
dipertanggungjawabkan pada SPSE.

Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak
ada peserta yang menyampaikan penawaran atau hanya
1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga, Pokja
Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal
penyampaian penawaran harga.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
klausul 19.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas
akhir jadwal penyampaian penawaran harga.

Apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu batas
akhir penyampaian penawaran harga tidak ada peserta atau



20.Penawaran Harga
Terlambat
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hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran,
maka Tender Cepat dinyatakan gagal.

Penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu
penyampaian penawaran tidak diterima.

E. PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA

21.Pembukaan
Penawaran Harga

Setelah masa penyampaian penawaran harga berakhir maka sistem
akan menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi
penawaran.

F. PENETAPAN CALON PEMENANG

22.Penetapan Calon
Pemenang

23. Verifikasi
Kualifikasi

24.Penetapan
Pemenang

Penetapan calon pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan
berdasarkan harga penawaran terendah setelah hasil penawaran
berulang.

23.1 Pokja Pemilihan hanya melakukan verifikasi terhadap Data
Kualifikasi yang dipersyaratkan yang mengalami perubahan
di dalam SIKaP.

23.2  Verifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli dan
meminta rekaman dokumennya secara daring atau melalui
tatap muka.

23.3 Apabila Calon Pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan
yang tidak dapat diterima pada proses verifikasi maka Peserta
yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan
dibatalkan sebagai Pemenang.

24.1 Penetapan pemenang terdiri dari pemenang, pemenang
cadangan 1 (satu), dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila
ada.

24.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan
berdasarkan peringkat calon pemenang.

24.3 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP), yang paling sedikit memuat:
a. tanggal dibuatnya berita acara;
b. nama seluruh peserta;
c. harga penawaran dari masing-masing peserta; dan
d. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

244 Penetapan pemenang dan pengumuman paling lambat
1 (satu) hari kalender setelah verifikasi kualifikasi.



25. Pengumuman
Pemenang
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Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan
1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila ada melalui SPSE.

G. TENDER CEPAT GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER CEPAT GAGAL

26.Tender Cepat
Gagal dan Tindak
Lanjut Tender
Cepat Gagal

Z26.1

26.2

26.3

20.4

26.5

26.6

Pokja Pemilihan menyatakan Tender Cepat gagal, apabila:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang
menyampaikan penawaran harga sampai batas akhir
penyampaian penawaran, termasuk setelah ada
pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang
menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Tender Cepat atau
Dokumen Tender Cepat tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya atau aturan turunannya;

d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme;

e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

seluruh penawaran harga lebih tinggi dari HPS;

<. hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran
harga tidak melebihi HPS setelah dilakukan pembukaan
penawaran; atau

h. Pokja Pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi dan/atau
nepotisme.

lae)

Setelah Tender Cepat dinyatakan gagal, maka Pokja Pemilihan
memberitahukan kepada seluruh peserta melalui SPSE dan
kepada PPK.

Sebelum melaksanakan tindak lanjut Tender Cepat gagal,
PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan melakukan reviu atas
penyebab Tender Cepat gagal. Hasil reviu atas penyebab
Tender Cepat gagal menjadi dasar melakukan perbaikan
dalam melaksanakan tindak lanjut Tender Cepat gagal.

Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal, Pokja Pemilihan
melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan
melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode
pemilihan lain.

PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau UKPBJ dilarang
memberikan ganti rugi kepada peserta Tender Cepat apabila
penawarannya ditolak atau Tender Cepat dinyatakan gagal
atau Tender Cepat dibatalkan.

Dalam hal Tender Cepat ulang yang disebabkan oleh korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja
Pemilihan/PPK, Tender Cepat ulang dilakukan oleh Pokja
Pemilihan/PPK pengganti (yang baru).
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H. PENUNJUKAN PEMENANG

27.Laporan Pokja 27.1 Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan
pemilihan kepada PPK dengan melampirkan BAHP, dan Berita
Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada) dengan

tembusan kepada kepala UKPB]J.

27.2 Berita Acara/informasi tambahan lainnya sebagaimana
dimaksud pada klausul 27.1 memuat hal-hal yang tidak
difasilitasi SPSE.

28. Penunjukan 28.1 Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ]
Penyedia melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari
Pokja Pemilihan untuk memastikan:
a.bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan
berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
b.bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki
kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

28.2 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui hasil
pemilihan, maka Pejabat Penandatangan  Kontrak
menerbitkan SPPBJ.

28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ
dan mengunggah SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan
menyampaikan SPPBJ tersebut melalui SPSE  kepada
Pemenang pemilihan/Calon Penyedia.

28.4 Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk wajib
menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:

a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak maka yang bersangkutan tidak
dikenakan sanksi;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya
masih berlaku, maka yang bersangkutan dikenakan Sanksi
Daftar Hitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena
masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta
yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi.

28.5 Apabila Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk
mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia dapat
dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan
peringkat (apabila ada), selama masa berlaku penawaran
pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang
masa berlakunya.

28.6 Dalam hal tidak ada calon Pemenang Cadangan atau semua
Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk
mengundurkan diri, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
melaporkan ke Pokja Pemilihan dengan tembusan kepada
kepala UKPBJ untuk dilakukan Tender Cepat ulang.



28.7

28.8

28.9

28.10

28.11
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SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
Pejabat Penandatangan Kontrak menerima laporan hasil
pelaksanaan Tender Cepat.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui
hasil pemilihan Penyedia, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan
dengan tembusan kepada PA/KPA dan kepala UKPBJ disertai
dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan
bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Tender Cepat
tersebut.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai
kesepakatan.

PA/KPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:

a. apabila  PA/KPA  sependapat  dengan  Pejabat
Penandatangan Kontrak, PA/KPA memerintahkan Pokja
Pemilihan untuk melakukan Tender Cepat Ulang.

b. evaluasi ulang dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan
evaluasi penawaran, ditentukan kesalahan dalam
Dokumen Tender atau tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya dan aturan turunannya.

c. apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja Pemilihan,
PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak diperintahkan.

d. Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak tidak bersedia menerbitkan SPPBJ
karena tidak sependapat atas penetapan pemenang maka
PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja
Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan
kepada kepala UKPBJ, serta memerintahkan untuk
melakukan Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah laporan hasil pemilihan Penyedia diterima.

1. PENANDATANGANAN KONTRAK

29. Persiapan
Penandatanganan
Kontrak

29.1

29.2

Setelah SPPBJ ditetapkan, dalam hal Pejabat Penandatangan
Kontrak tidak dirangkap oleh PPK, maka PPK menyampaikan
SPPBJ kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tersebut.

PPK dan/atau Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana

pada angka 29.1 melakukan rapat persiapan

penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. finalisasi rancangan Kontrak;

b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang



30. Penandatanganan
Kontrak

29.3

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5
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ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun

anggaran;

rencana penandatanganan Kontrak;

. kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti
Jaminan Pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas
ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan serta telah
diterima sebelum penandatanganan Kontrak,

e. asuransi, dsb;

f. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas

ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau
<. hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat
evaluasi penawaran.

oo

PPK dan/atau Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana
dimaksud pada angka 29.1 dan Calon Penyedia tidak
diperkenankan mengubah substansi Dokumen Tender Cepat,
Dokumen Penawaran harga, dan hasil pemilihan kecuali
mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Calon Penyedia
memeriksa rancangan kontrak dan membubuhkan paraf
pada setiap lembar dokumen kontrak.

Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia

menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:

a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran
terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai
dengan 100% (seratus persen) dari HPS adalah sebesar
5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran
terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS
adalah sebesar 5% (lima persen) dari HPS.

Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,
terdiri dari:

a. Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan
Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh Penyedia; dan

b. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai
pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap/ salinan Kontrak
tanpa dibubuhi meterai.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama
Penyedia adalah:

a. direktur utama/Pimpinan  Perusahaan/  Pengurus
Koperasi yang namanya tercantum dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila
ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau

b. pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai
tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau
pendelegasian wewenang yang sah dari direktur
utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi atau
pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran
Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan
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30.8

J.  JAMINAN PELAKSANAAN

31.Jaminan 31.1
Pelaksanaan

31.2

31.3
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peraturan perundang-undangan untuk menandatangani
Kontrak.

Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan
Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan
dalam Kontrak.

Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA
disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan
sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan
dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif

Pejabat Penandatangan Kontrak memasukan data kontrak
yang telah ditandatangani pada SPSE.

Jaminan pelaksanaan yang asli diberikan Calon Penyedia
sebelum penandatanganan kontrak.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah :
a. penyerahan seluruh pekerjaan; dan
b. penyerahan Sertifikat Garansi (apabila diperlukan).

Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. diterbitkan  oleh  Bank  Umum,  Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan
khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh
Lembaga yang berwenang;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai serah terima hasil
pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;

c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum
dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari
nilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam
angka dan huruf;

f. nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima
Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat
Penandatangan Kontrak sebagaimana yang tercantum
dalam LDP;

. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat
(unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat
pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan
Kontrak diterima oleh pihak penjamin; dan

i. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak
penjamin.



31.4

31.5

31.6
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Pejabat Penandatangan Konfrak mengkonfirmasi dan
mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/
keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada pihak penjamin.

Kegagalan calon Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak
dianggap mengundurkan diri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan
Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum
menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan
spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang
dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini
yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus
diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan
penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan
nomor klausul pada IKP.




A. UMUM

1. LINGKUP 1.1
PEKERJAAN
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
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LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Kode RUP: 36379452

Nama paket pengadaan Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server
Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022

Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan sewa cloud web
server di 548 satker di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 4 (empat) bulan.
Nama Satuan Kerja/Perangkat daerah: Komisi Pemilihan Umum
Nama UKPB]J: KPU RI

Nama Pokja Pemilihan: Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi
Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022

Alamat Pokja Pemilihan: JI. Imam Bonjol No. 29 Menteng —
Jakarta Pusat

Website Satuan  Kerja/Kementerian/Lembaga/  Perangkat
Daerah: http://kpu.go.id

Website SPSE: http://1pse.kpu.go.id

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA KPU Tahun
Anggaran 2022

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA

15. Jenis Kontrak Jenis Kontrak: Kontrak Harga Satuan
dan Cara
Pembayaran cara pembayaran: Termin
16. Masa Berlaku Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
Penawaran Dan  batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran.
Jangka Waktu
Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan SSKK

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN HARGA

18. Penyampaian 18.5 Jangka waktu penyampaian penawaran berulang selama 3

Penawaran
Harga

[jam/harif setelah selesainya dilakukan pembukaan penawaran
[diisi lamanya pelaksanaan e-reverse auction oleh Pokjal
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J.  JAMINAN PELAKSANAAN

31. Jaminan 31.3.b Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 122 (seratus
Pelaksaan dua puluh dua) hari kalender sejak penandatanganan
kontrak (1 September s.d 31 Desember 2022)
[diisi dengan memperhifungkan mulai dari fanggal
penandatanganan konfrak sampai dengan serah ferima
Pekerjaan./

31.3.f Jaminan pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak : Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Data dan
Teknologi Informasi
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BAB V. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1.

Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai
berikut:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang
membutuhkan  peralatan, metodologi  khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas
di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan  dan/atau  melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran
belanja daerah.

Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA, KPA, atau PPK.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang
selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja
dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan
sebagian pekerjaan (subkontrak).

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan
tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan
Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
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ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak
adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan Penyedia.

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-
masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut
tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda,
dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait
satu sama lain.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit
sebagai hari kerja.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adaiah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah
memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak
Pertambahan Nilai.

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang
ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan
bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Tender
Cepat, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan
disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak,
realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis
berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.

Personel inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan
pekerjaan.

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis,
realistis dan dapat dilaksanakan.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban
Para Pihak.



Penerapan

Bahasa dan
Hukum

Perbuatan yang
dilarang dan
sanksi
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Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang
sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang diterbitkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil
pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia.

Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan
dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal
penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan
akhir pekerjaan.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya
ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam
Kontrak.

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa
Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak
dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan ini; dan/atau

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub
penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1.

Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak
terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan
sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan; dan
d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Korespondensi

6. Wakil sah para
pihak

7. Perpajakan

8. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

9. Pengabaian

10. Penyedia
Mandiri
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Semua  pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau
korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau
wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung,
disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili
sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat
yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan,
Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap
telah termasuk dalam nilai Kontrak.

8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger),
konsolidasi, atau pemisahan.

8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan
utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan
dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila
pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan
dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.

8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan.

8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam SSKK.

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan
tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak
menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau
seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap
personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan
oleh personel dan subpenyedianya.
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B. PELAKSANAAN KONTRAK

11. Jangka waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

12. Penyerahan
Lokasi Kerja
(apabila
diperlukan)

13. Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)

14. Program Mutu

11.1

11.2

12.1

Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK.

Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi
kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum
penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama
yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

12.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang

dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan
tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

12.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi

12.4

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah
menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan
bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai
Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.

Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-
lambatnya 14 (empat Dbelas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum
berlaku.

Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada
rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;

c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. prosedur instruksi kerja; dan/atau

f. pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu
jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus
mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.



15. Rapat Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak

16. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanan
Pekerjaan

17. Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan

14.0

15.1

15.2

15.3

le.1

le.2

16.3

le.4

16.5

le.0

17.1
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Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program
mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur
perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan

pelaksanaan Kontrak meliputi:

a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari
kedua belah pihak;

b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti
tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan
kontrak;

c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar
melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan,;

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;

e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan
yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

f.  melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan
mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan

. melakukan Kklarifikasi rencana koordinasi antar para pihak
selama pelaksanaan pekerjaan.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Selama  berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat
Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel
Pejabat  Penandatangan  Kontrak. Pengawas  Pekerjaan
berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau
tenaga professional.

Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.

Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai
pelaksanaan pekerjaan

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu
bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.
Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak inidan saran atau rekomendasi dari Tim
Teknis.

Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil
pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus
mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.



(Apabila
diperlukan)

18. Akses ke Lokasi
Kerja

19. Mobilisasi
peralatan dan
personel
(Apabila
diperlukan)

20. Pemeriksaan
Bersama

21. Pemeriksaan
dan/atau
Pengujian
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17.2  Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu

adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban
untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil
pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas
Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas
Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas
rancangan hasil pekerjaan sementara.

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan
Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis,
dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana
pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

20.4

21.2

21.3

Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan dalam SSKK.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personel.

Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para
pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan
dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi
lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana
mata pembayaran.

Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat dibantu Tim Teknis.

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan
isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau
peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka
Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat
personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus
segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk
memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan
yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh
penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam
SSKK.

Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana
diatur dalam SSKK.



22. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

23. Peristiwa
Kompensasi

214

21.5

21.06

21.7

22.1

22.2

22.3

23.1
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Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai
Kontrak.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban
untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan
dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka
semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau
pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan
jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak,
Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil
pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban
untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.

Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah
dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara
pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban
menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 11.1

Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal

sebagai berikut:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada
pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang
setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-
gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;

e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;

f.  Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan
pelaksanaan pekerjaan; atau

<. ketentuan lain dalam SSKK.



24.

25.

Perpanjangan
Waktu

Pemberian
Kesempatan

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.0

25.1

25.2

25.3
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Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia
berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian
berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis
(apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan.

Jika  Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban  untuk memberikan  perpanjangan  waktu
penyelesaian pekerjaan.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak
Kompensasi.

Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya
perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam
jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia
meminta perpanjangan.

Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum/perubahan Kontrak.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa
pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan
Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1, dimuat
dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu
penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

26.

Serah Terima
Pekerjaan

26.1

26.2

26.3

Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima hasil pekerjaan.

Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK.

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat
dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.



27. Jaminan bebas
Cacat Mutu/
Garansi

260.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

26.11

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5
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Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai
kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum
dalam Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa
kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan
dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan
jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima
(BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima
barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan
segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki,
mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus
maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia
berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan
dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan
Kontrak

Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati
batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama
penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,
hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan
oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan
yang tertera dalam spesifikasi.

Pejabat  Penandatangan  Kontrak akan  menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama masa pemeliharaan.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti,
dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau
melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat
Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain



28. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

D. PERUBAHAN KONTRAK

29. Perubahan
Kontrak

27.6

28.1

28.2

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.0

29.7
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yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan
melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil
pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil
pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan
atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai
dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan
perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan
perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan
pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
Kontrak.

Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal

terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang

ditentukan dalam dokumen Konfrak dan disetujui oleh para

pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul
29.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-~
hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian
Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia,
dan sebagainya.

Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai
Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya
anggaran.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan
dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi teknis, dan harga trsebut dituangkan dalam Berita
Acara sbagai dasar penyusunan adendum/perubahan kontrak.

Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak



30. Keadaan Kahar

29.8

29.9

29.10

29.11

29.12

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5
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atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut:

a. perisiwa kompensasi; dan/atau

b. Keadaan Kahar.

Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan wakiu
terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan
dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa
kompensasi.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis
perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas
pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran
perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan  perpanjangan  waktu pelaksanaan  Kontrak
dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

Kondisi cuaca eksrim; dan/atau

Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri
teknis terkait.

a. Bencana alam;

b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;

e. Kebakaran;

f.

2.

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari
atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan
akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan

sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau
berdasarkan audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka



31. Penghentian
Kontrak

32. Pemutusan
kontrak

33. Pemutusan
Kontrak oleh

30.6

30.7

30.8

30.9
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Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk
bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus
diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang

ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau

wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan

kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk
memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya
dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan
menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang
menyebabkan  terhentinya/terlambatnya  pelaksanaan
kontrak.

Keterlambatan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan
sanksi.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

b. permanen apabila  akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian pekerjaan sementara akibat keadaan kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar
sebagaimana dimaksud pada klausul 30.

32.1

32.2

32.3

32.4

33.1

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak
secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya
sesuai ketentuan dalam kontrak.

Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya
sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat



Pejabat

Penandatangan

Kontrak

34. Pemutusan
Kontrak
Penyedia

oleh

33.2

33.3

34.1

-39.

memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada

Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan

korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

Penyedia berada dalam keadaan pailit;

Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum

penandatangan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f.  Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan; atau

¢. Penyedia lalai/cidera  janji  dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 25.3 SSKK,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 25.3,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
atau

j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang
ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas
pekerjaan (apabila ada).

&0

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana

dimaksud pada klausul 33.1, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai
dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi
milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak

melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan

Kontrak apabila:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia
secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam
SSKK; atau



35.

36.

37.

Berakhirnya
Kontrak

Peninggalan
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b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat
perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK;

34.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi
denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),
serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

35.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenubhi.

35.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud pada klausul 35.1 adalah terkait dengan pembayaran
yang scharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang
masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan
kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat
dilakukan  setelah ~ mempertimbangkan  kepentingan  Pejabat
Penandatangan Kontrak.

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

Hak dan
Kewajiban
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

37.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan

oleh Penyedia;

b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
Penyedia;

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan
jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak.
mengenakan sanksi kepada Penyedia;
memberikan instruksi;
mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
menyetujui adendum/perubahan kontrak;
menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan
jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
menilai kinerja Penyedia.
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37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan kepada Penyedia;

b. membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);

c. membayar penyesuaian harga;



G. PENYEDIA

38. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

39. Tanggung
jawab

40. Penggunaan

Dokumen

Kontrak dan

Informasi

41. Hak Atas
Kekayaan
Intelektual

42. Penanggungan

Dan Resiko
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d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya wuntuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

38.1 Penyedia mempunyai Hak:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
kontrak.

38.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan
dalam Kontrak;

d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;

e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat
kegiatan Penyedia; dan

<. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume,
ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan
Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran
Hak Atas Kekayaan Intelektual.

42.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan



43. Perlindungan
Tenaga Kerja
(apabila
diperlukan)

44. Pemeliharaan
Lingkungan

45. Asuransi
Khusus Pihak
Ketiga

42.2

42.3

42.4

43.1

43.2

43.3

43.4
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kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak)

schubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut

terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal

penandatanganan berita acara serah terima:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia,
SubPenyedia (jika ada), dan Personel;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit
atau kematian pihak lain.

Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau
kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan
yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal
SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila
ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti,
dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian Penyedia.

Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial
kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan
kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan
kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika
ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia
melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai
setiap kecelakaan yang timbul sechubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
kejadian.

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai
untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja
dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta
bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

45.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan

asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan
untuk:



46. Tindakan
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

47. Kerjasama
Penyedia
dengan Usaha
Kecil Sebagai
SubPenyedia

48. Penggunaan
lokasi kerja
(apabila ada)

49. Keselamatan

50. Sanksi Finansial
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a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi
terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja
untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap
kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga; dan

b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

45.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan
termasuk dalam nilai Kontrak ini.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau

b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

47.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan wusaha kecil dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan
utama.

47.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia
kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.

47.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas
keseluruhan pekerjaan tersebut.

47.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi
kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak
lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia
yang lain di lokasi kerja.

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua
pihak di lokasi kerja.

50.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,
denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

50.2 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila
terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara
memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran
Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

50.3 Saknsi denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan
penyelesaian pekerjaan dengan memotong pembayaran prestasi
pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual Penyedia.

50.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan
pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan
uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia
dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan



51. Jaminan

52. Laporan Hasil
Pekerjaan

53. Kepemilikan
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51.1

51.2

51.3
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51.5

51.6

51.7

51.8

52.1

52.2

52.3

53.1

53.2

53.3
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setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan
pemutusan kontrak.

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya
sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah
terima pekerjaan.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan
selesai,

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan
sebelum pengambilan Uang Muka.

Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka
yang diterima oleh Penyedia;

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima;

Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak
tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan
tanggal serah terima hasil pekerjaan.

Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan
tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen
Tender Cepat.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak
untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat
laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan
dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-~dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu
pemutusan Kontrak.

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen
tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.



54. Personel
dan/atau
Peralatan

54.1

54.2

54.3

54.4
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Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan
permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak beserta alasan penggantian.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang
dibutuhkan.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian

Personel apabila menilai bahwa Personel:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan
baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

54.5 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia

54.6

berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi
yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa
biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

55. Nilai Kontrak

56. Pembayaran

55.1

55.2

56.1

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau
berdasarkan hasil perhitungan akhir.

Untuk Kontrak Harga Satuan atau ifem pekerjaan dengan harga
satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,
rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga.

Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan
dalam SSKK untuk:

1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga
kerja;

2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/
bahan/material/peralatan; dan/atau

3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai
uang muka yang diberikan;

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang
muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan
uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan
rencana pengembaliannya;
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d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan
penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan
khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki
izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan
oleh lembaga yang berwenang;

e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada
setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan
yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada
saat pekerjaan selesai.

56.2  Prestasi pekerjaan

a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin
atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan
dalam SSKK.

b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil pekerjaan;

2) pengecualian untuk:

a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya
dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa
diterima;

b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan yang telah berada dilokasi
pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun
belum terpasang; atau

¢) pembayaran pekerjaan yang belum selesai pada saat
batas akhir pengajuan pembayaran dengan
menyerahkan jaminan atas pembayaran;

pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan

diterima/terpasang;
3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda
(apabila ada) dan pajak; dan
4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan
pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh
subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah
hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara
serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan
dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang
berlaku di bidang perdagangan.

56.3 Sanksi Finansial
Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda
keterlambatan;
a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang
tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan
volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak
berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah



57. Perhitungan
Akhir

58. Penangguhan
Pembayaran
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sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur
dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam
SSKK.

57.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau ifem pekerjaan dengan harga
satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,
perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan
yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang
dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila
ada).

57.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah
ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan
pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

58.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan
kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai
alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut.
Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka
waktu tertentu.

58.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi
kegagalan atau kelalaian Penyedia.

58.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,
penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda
kepada Penyedia.

I. PENGAWASAN MUTU

59. Pengawasan
dan
Pemeriksaan

60. Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

61. Cacat Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia.

60.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan
pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia.

60.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara
tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan



62. Pengujian

63. Perbaikan Cacat
Mutu
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Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil
pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau
unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan
Masa Pemeliharaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang
tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil
uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan
adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.

63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila
ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia
segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia
bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan
Masa Pemeliharaan.

63.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

63.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak
secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana
pada klausul 33.2; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara
langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian
biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan
tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas
tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya
penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh
tempo.

63.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda
Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J.  PENYELESAIAN PERSELISTHAN

64. Itikad Baik

64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-
hak yang terdapat dalam kontrak.

64.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk
melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.



65. Penyelesaian
Perselisihan

64.3

64.4

65.1

65.2

65.3

65.4
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Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk bertindak dengan itikad baik schubungan dengan hak-hak
Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak
ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan
melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian
sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau
Pengadilan Negeri.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama
memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan
dicantumkan dalam SSKK.
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BAB VI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

4. Perbuatan yang
dilarang dan
sanksi

5. Korespondensi

6. Wakil sah para
pihak

8. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

No.

SSUK

4.3.b

8.2

8.6

Pengaturan dalam SSKK

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Pejabat
Pembuat Komitmen pada Pusat Data dan Teknologi Informasi

Nama : Andre Putra Hermawan
Alamat : Jalan Imam Bonjol No.29, Menteng — Jakarta
Pusat

Telepon :021-31937223
Website : http://kpu.go.id
Faksimili T~

e-mail : jaringan@kpu.go.id
Penyedia:

Nama

Alamat

Telepon

Website

Faksimili

e-mail

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak
Untuk Penyedia:

Pengawas Pekerjaan : sebagai wakil sah PPK
(apabila ada)

Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

1.
2.
3 dst

[diisi pada saat finalisasi kontrak, sesuai dengan penawaran
Penyedia/

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi:

[diisi dengan memilih salah safu sanksi yang akan
dikenakan:

a. Dilakukan pemutusan konfrak; atau




11. Jangka waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

19. Mobilisasi
peralatan dan

personel (Apabila

diperlukan)
21. Pemeriksaan

dan/atau

Pengujian

23. Peristiwa
Kompensasi

24. Perpanjangan
Waktu

25. Pemberian
Kesempatan

26. Serah Terima
Pekerjaan

33. Pemutusan
Kontrak oleh
Pejabat

Penandatangan

Kontrak

34. Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

11.2

19.1

21.2

21.3

21.5

24.5

25.3

26.2

33.1,]

34.1.a

34.1.b
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b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak
dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor].

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:
4(empat) bulan (1 September s.d 31 Desember 2022)

Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 3 hari kalender sejak
tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK

Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  disaksikan  oleh

[diisi dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh
penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatangan Konfrak
dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan
kepada pihak ketiga/

Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan
meliputi:

Pemeriksaan dan/atau  pengujian  dilaksanakan  di:

Penyedia  dapat memperoleh  kompensasi  apabila

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) menetapkan
ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama,
paling lambat [diisi jumlah hari kerja/ setelah
Penyedia meminta perpanjangan.

Pemberian  kesempatan untuk
menyelesaikan pekerjaan
[diisi dengan jumlah hari kalender/

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

kepada  Penyedia
sampai dengan ___
sejak berakhirnya

Serah terima dilakukan pada:
[Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]/.

Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama

[diisi dengan jumlah hari kalender].

Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan paling lama [diisi dengan
Jumlah hari kalender]/.

Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran
paling lama [diisi dengan jumlah hari
kalender]/.




37. Hak dan
Kewajiban
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

42.Penanggungan
Dan Resiko

45. Asuransi Khusus
Pihak Ketiga

46. Tindakan
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

47. Kerjasama
Penyedia dengan
Usaha Kecil
Sebagai
SubPenyedia

53. Kepemilikan
Dokumen

56. Pembayaran

37.2.e

42.4

45.1

46.b

47.2

53.3

56.1.a

56.1.b

56.2.a
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Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas
berupa: [diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia/

hari kalender. [diisi dengan masa Pemeliharaan
apabila adal

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja,
barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya
kecelakaan  terkait dengan pelaksanaan  pekerjaan
[Ya/Tidak]:

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak
lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait
dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]:

Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan
Kontrak antara lain:

Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha
kecil:

1.

2.

3.

(diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan
penawaran penyedia baik sebagian maupun seluruhnya).

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan
sebagai berikut:

Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang
muka TIDAK

[jika ”YA”]
Uang muka diberikan sebesar ___% (
Nilai Kontrak.

persen)dari

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
Termin

[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka
dilakukan dengan kefentuan:

Termin ke-1: sebesar ___ % dari nilai Konfrak unfuk
penyelesaian  tahapan  pekerjaan/sub-output  berupa




65. Penyelesaian
Perselisihan

56.3.a

56.3.b

65.4
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Termin ke-2: sebesar % dari nilai Konfrak untuk
penyelesaian  tahapan  pekerjaan/sub-output  berupa

Termin ke-3: sebesar % dari nilai Konfrak unfuk
penyelesaian  fahapan  pekerjaan/sub-output  berupa

dst..]

[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar
berdasarkan  perhitfungan progress pekerjaan — yang
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan
disetujui oleh Pejabat Penandatangan Konfrak.|

Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan,
dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: [diisi

dengan nilai kerugian yang ditimbulkan|.

Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
besarnya denda keterlambatan adalah: __
[Diisi dengan memilih salah satu:
1) 1%o (satu permil) per hari dari harga Bagian Konftrak
yang tercantum dalam Konfrak; atau
2) 1%o (satu permil) per hari dari harga kontrak/

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak
maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1.

2.

3.

4, st
[diisi dengan bagian pekerjaan]

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan
Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan
dilakukan melalui

[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh
LKPP/Lembaga Arbitrase/Fengadilan Negeri]

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan
Negeri [disebutkan Nama Fengadilan
Negeri/
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BAB VII. RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

Nomor:

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan

ditandatangani di pada hari tanggal __ bulan tahun
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara:

1. [nama PA/KPA/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk

dan atas nama [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di

[alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan [pejabat

yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] No [No. SK

penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan

2. [ [nama penyedial, yang berkedudukan di [alamat penyedial,
berdasarkan karfu identitas No. [No. KTF/SIM/Paspor Penyedial, selanjutnya
disebut “Penyedia”/

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomior , tanggal bulan tahun , untuk
melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak,
selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.

() Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan
kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini.

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

() Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan
dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam lampiran Kontrak ini.
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Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1.

2.

3. dst

[diisi ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya yang akan dilaksanakan].

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak [diisi
dengan jenis kontrak lumsum/harga satuan/gabungan lumsum dan harga satuan].

(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( rupiah).

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak ini:

adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);

Kontrak;

syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

Dokumen Penawaran;

spesifikasi teknis;

gambar-gambar (apabila ada);

daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

e e a0 T

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana
diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
tanpa dibubuhi meterai.



Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan dan cap/

[nama lengkap/
[jabatan]

Catatan:
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Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap/

[nama lengkap/
[jabatan]

— Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan

Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan

— Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk

Pejabat Penandatangan Kontrak.
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BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS, PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU
GAMBAR

Keterangan

- Daftar Kuantitas, Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar diisi oleh
Pokja Pemilihan berdasarkan daftar pekerjaan yang terdapat dalam rincian
HPS yang ditetapkan oleh PPK.

- Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pokja Pemilihan berdasarkan
spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan oleh PPK.

- Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain:
1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan
lain-lain;

2. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
3. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;
4. Pengepakan;
5. Cara pengiriman;
6. dan lain-lain.
No | Uraian Pekerjaan | Spesifikasi Satuan Volume
Teknis
dan/atau
Gambar
1. [Diisi uraian jenis [diisi satuan [dliisi volume unit
pekerjaan] unit pekerjaan]

pekerjaan]
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BAB IX. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE



-50.

BAB X. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang
tersedia dalam SPSE.

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang
tersedia dalam SPSE
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C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan selaku
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama  Pejabat  Penandatangan  Konftrak/ berkedudukan  di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [nama Pejabat Penandatangan Kontrak/
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam bentuk
garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan berdasarkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) No. tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedial
Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu

berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya

kepada Penerima Jaminan berupa:

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di
atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima
tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari
Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera
janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4.  Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5.  Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
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Dikeluarkan di :

Pada tanggal
Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarank: k
méngkorfimasi Garansi ini ke [Bank]
[pank]
Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]
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D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/ PERUSAHAAN
PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA

[Kop Penerbit Jaminan/
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor Jaminan: Nilai:

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namal, [alamat]
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penerbit
Jjaminan/, [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai
PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada
[nama Pejabat Penandatangan Kontrak], [alamat] sebagai
Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah
Rp (terbilang )

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak

memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana
ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.
tanggal untuk pelaksanaan  pekerjaan
yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai dari
tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:
a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di
atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima
tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA
JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi
kewajibannya.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu
disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831
KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa
berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
Untuk  keyakinan, pemegang Pada tanggal

Jaminan  disarankan  untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
[penerbit jaminan]

TERJAMIN PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan/ [Nama dan Jabatan/
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E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank/ berkedudukan di

[alamaft]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : [ nama Pejabat Penandatangan Kontrak/

Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam bentuk
garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan berdasarkan Kontrak
No. tanggal , apabila:

Nama : [nama penyedial

Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya
dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang
diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3.  Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di
atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh YANG DIJAMIN dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan
pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima
Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak
memenuhi kewajibannya.

4. PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang YANG
DIJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-~Undang Hukum
Perdata.

5.  Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
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6.  Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di :
ntuk  keyakinan emegan,
[Cfartansi Bazxk disar’anlsan u%qtui Pada taﬂggal
menkonfirmasi Garansi ini ke
[bank]
[Pank]/
Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]
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F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/ PERUSAHAAN

Nomor Jaminan: Nilai:
1.

PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA

[Kop Penerbit Jaminan/

JAMINAN UANG MUKA

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namal,
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penebif jaminan], [alamat] sebagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas
terikat pada [nama Pejapat Penandatangan
Kontrak], [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang )
Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana
ditetapkan dalam Kontrak No. tanggal dari
PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai dari
tanggal sampai dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila:

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada
PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak.
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di
atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis
dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan
sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu
disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831
KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa
berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang leeluarkan dl

Jaminan  disarankan  untuk

mengkonfirmasi Jaminan ini ke pada tanggal

[penerbit jaminan]

TERJAMIN PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]
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G. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank/ berkedudukan di

[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : [nama Pejabat Penandatangan Kontrak/

Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang )
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tanggal , apabila:

Nama : [nama penyedial

Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima
Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan
dalam Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

2.

Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal
s.d.

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat

Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari

kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di

atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima

tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari

Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera

janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang

diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing

pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
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Dikeluarkan di :
Untuk  keyakinan, gang
Garansi Bank disatankan ntus Pada tanggal

mencocokkan Garansi ini ke
[bank]

[Bank/

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]



Daftar Kuantitas dan Harga :

LT Uraian Volume Harga Satuan Jumlah

1 |Fullboard Meating
Tanggal 19 5.4 21 Mel 2022

- Single 16 pax x 2 hari 1.167.000 | 37.344.000

- Twin Sharing 176 pax x 2 harl 1.050.000 | 368,600,000
2_[Fullday Mesting _

Tanggal 19 Mei 2022 18 pax x 1 hari 433.000 | 7.794.000

Jumiah 414.738.000

Terbilang : (empat ratus empat belas Mula fujuh ratus tiga puluh defapan ribu rupiah)

Pejabat Pembuat Komitmen
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPLU,

f
Andy Firmagda



{} PT PINDAD »@ ?.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : EDY PURWANTO

Jabatan ! VP PEMASARAN & PENJUALAN

Bertindak untuk : PT PINDAD
dan atas nama

Dalam rangka mengikuti Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) dalam rangka
Siaga Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan ini
menyatakan bahwa kami akan melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan paling lambat 14 hari kerja sejak penandatanganan kontrak.

Bandung, 15 Agustus 2022
4Ry
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Gambar Rancangan Pekerjaan Pengadaan Roda Empat (4) dalam Rangka Siaga
Pengamanan Pimpinan
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Gambar Rancangan Pekerjaan Pengadaan Roda Empat (4) dalam Rangka Siaga Pengamanan Pimpinan


Hasil Reverse Auction PT APLIKANUSA LINTASARTA
Kode Tender 94236724

Nama Tender Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2022

Metode Pemilihan Tender Cepat

Waktu 12 Agustus 2022 15:01 s.d. 15 Agustus 2022 15:30
Nilai HPS Rp. 460.954.753,00

Status Reverse Auction sudah selesai

Penawaran 9

Harga Rp. 408.480.000,00
Penawaran
Waktu 15 Agustus 2022
Pengiriman
Jenis Barang Satuan
/Jasa Unit Volume Harga Satuan  Pajak Total Harga Keterangan
Sewa Cloud untuk Bulan 4 Rp. 11.0 Rp.
548 Satker 92.000.000,00 408.480.000,00
Produk Dalam Rp. 408.480.000,00

Negeri (PDN)

Total Rp. 408.480.000,00

Penawaran 8

Harga Rp. 412.920.000,00
Penawaran
Waktu 15 Agustus 2022
Pengiriman

Jenis Barang Satuan
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/Jasa Unit Volume Harga Satuan  Pajak Total Harga
Sewa Cloud untuk Bulan 4 Rp. 11.0 Rp.
548 Satker 93.000.000,00 412.920.000,00
Produk Dalam Rp. 412.920.000,00
Negeri (PDN)
Total Rp. 412.920.000,00
Penawaran 7
Harga Rp. 426.240.000,00
Penawaran
Waktu 15 Agustus 2022
Pengiriman
Jenis Barang Satuan
/Jasa Unit Volume Harga Satuan = Pajak Total Harga
Sewa Cloud untuk Bulan 4 Rp. 11.0 Rp.
548 Satker 96.000.000,00 426.240.000,00
Produk Dalam Rp. 426.240.000,00
Negeri (PDN)
Total Rp. 426.240.000,00
Penawaran 6
Harga Rp. 437.340.000,00
Penawaran
Waktu 15 Agustus 2022
Pengiriman
Jenis Barang Satuan
/Jasa Unit Volume Harga Satuan  Pajak Total Harga
Sewa Cloud untuk Bulan 4 Rp. 11.0 Rp.
548 Satker 98.500.000,00 437.340.000,00

Dihasilkan oleh server pada: 29 Agustus 2022 15:37 WIB - LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM

Keterangan

Keterangan

Keterangan



Produk Dalam Rp. 437.340.000,00
Negeri (PDN)

Total Rp. 437.340.000,00

Penawaran 5

Rp. 439.560.000,00

Harga
Penawaran
Waktu 15 Agustus 2022
Pengiriman
Jenis Barang Satuan
/Jasa Unit Volume Harga Satuan  Pajak Total Harga Keterangan
Sewa Cloud untuk Bulan 4 Rp. 11.0 Rp.
548 Satker 99.000.000,00 439.560.000,00
Produk Dalam Rp. 439.560.000,00

Negeri (PDN)

Total Rp. 439.560.000,00

Penawaran 4

Rp. 444.000.000,00

Harga
Penawaran
Waktu 15 Agustus 2022
Pengiriman
Jenis Barang Satuan
/Jasa Unit Volume Harga Satuan  Pajak Total Harga Keterangan
Sewa Cloud untuk Bulan 4 Rp. 11.0 Rp.
548 Satker 100.000.000,00 444.000.000,00
Produk Dalam Rp. 444.000.000,00

Negeri (PDN)

Total Rp. 444.000.000,00
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Penawaran 3

Rp. 449.550.000,00

Harga
Penawaran
Waktu 15 Agustus 2022
Pengiriman
Jenis Barang Satuan
/Jasa Unit Volume Harga Satuan  Pajak Total Harga Keterangan
Sewa Cloud untuk Bulan 4 Rp. 11.0 Rp.
548 Satker 101.250.000,00 449.550.000,00
Produk Dalam Rp. 449.550.000,00

Negeri (PDN)

Total Rp. 449.550.000,00

Penawaran 2

Rp. 455.100.000,00

Harga
Penawaran
Waktu 15 Agustus 2022
Pengiriman
Jenis Barang Satuan
/Jasa Unit Volume Harga Satuan = Pajak Total Harga Keterangan
Sewa Cloud untuk Bulan 4 Rp. 11.0 Rp.
548 Satker 102.500.000,00 455.100.000,00
Produk Dalam Rp. 455.100.000,00

Negeri (PDN)

Total Rp. 455.100.000,00
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Penawaran 1

Rp. 459.540.000,00

Harga
Penawaran
Waktu 15 Agustus 2022
Pengiriman
Jenis Barang Satuan
/Jasa Unit Volume Harga Satuan  Pajak
Sewa Cloud untuk Bulan 4 Rp. 11.0

548 Satker

Produk Dalam
Negeri (PDN)

Total

103.500.000,00

Rp. 459.540.000,00

Rp. 459.540.000,00

Total Harga

Rp.
459.540.000,00

Dihasilkan oleh server pada: 29 Agustus 2022 15:37 WIB - LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM
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HERMES PALACE

Banpa AceEH

Surnt Penawarnn

Acch, 25 Maret 2022
Nomor - 001 THGLHPHBNATN2022
Lampiran : | (satu) Berkas

kepada Yith

Pokia Pemilihan

Pengadaan Paket Akomodasi dan Konsumsi
dalam rangka Rapst Koordinasi Bidang
Logistik dan Teknis Penvelenggaraan Pemilu
dalam rangks Persiapan Pemilu  Serentak
Tahun 2024 Tanggal 30 Maret sd | April
2022 di Aceh

Sekretarint Jenderal Komisi Pemilihan Lmum
JI. Imam Bonjol Mo, 29

di - Jakarta Pusat

Perihal © Penawaran atas Pekerjaan Pengadaan Paket Akomodasi dan Konsumsi dalam mngks Rapat
Koordinas: Bidang Logistik dan Teknis Penvelenggaraan Pemilu dalam rongka Persiapan
Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 30 Maret s.d | April 2022 di Aceh

Sehubungan dengan undangsn Penunjukan Langsung Nomor 06'UKPBIUNDANZ02T 1anggal 25
Maret 2022 don setelah kami pelajan dengan seksama Dokumen Pemilihan, dengan imi kami
mengajukan penawaran uniuk Pekeraan Pengadaan Paket Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka
Rapat Koordinasi Bidang Logistik dan Teknis Penyvelengpgarman Pemilu dalom rangka Persiapan
Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 30 Maret s.d | April 2022 di Aceh, sebesar RpHMLO35,.000,-
( Tiga ratus empat juts enam ratus tiga pulub lima ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan unuk melaksanakan pekerjaan tersebut di ntos.

Kami akun melaksanakan pekerjaan tersebul sesusl dengan permintaan yakmi dengan jangka wakiu
pelaksanman pekerjonn selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam. Penawaran i berlaku 3 (tiga) hari
knlender sejak batas aklhir pemasukan Dokumen Penowarsn

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

. Surm kuass;

Y. Dokumen Usulon Teknss dupn Jodwal Pelaksangan Pekerjuun;

3. Daftor Kuantitas dan Harga

Dengan disampaikannys Sural Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan skan lunduk pada
semua ketentuan vang tercantum datam Dokumen Pemilihan.

PT. Berlian Glubal Perkasa
(Hermes Palace Hotel Banda Aceh)

neral Manager

Ji. T Pangiema Myas Makom, Bandna Aceh

igioh « e

Priord - +82 B51 755 SRS Fax |« &51 THA S50
Ermail | wrinihermespalacahoinl com

wiia arrarupasanahole com

W ononoianbolsd ful

Monaged by BENCTELEN



I, Spesifikasi Teknis

HERMES PALACE

Banpa AceEH

Dobumen Usiilan Teknis

N [ L raian

Spesifikasi Teknis

- Fullboard Single
- Fullboard Twin Sharing
- Fullday Meeting

I | Paket Akomodasi dan Konsumsi :

==

LE
-

. Pada sctiop ruangan tersedia sound system dan

o1 (sstu) ruang TransitVIP  room  dengan

Tl

| {satu) ruang pertemuan dengan  kapasitas
paling sedikit 200 (dup ratus) orang:

| {satu) ruang sckretarial dengan kapasitas 50
{ e pulub) orang dengan setup L shape.

microphone wireless, proyekior dan layar, alat
tulis, nir mineral dan permen;

kapasitas sekurang-kurangnya 20 (dus puluhg) |
orang dengan setup sofa dan meja;

kamar sehanyvak 99 (Sembilan pulub sembilan)
kamar single bed dan 22 (dua pulub dua) kamar
single’twin bed:

Konsumsi  berupn sarmpan, makan siang don |
makan malam  serta  snack  setiap  harinya. |

Penvedia  mencrapkan  protokol  kesehatan |
pencegahan  penvebaran  Covid-19  sesun
ketentunn  vang  distur  pemerintah  dalam
pelaksansan  pekerjaan  Penvedioan  Poket

Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Rapat
Koordinasi  Bidang Logistik  dan  Teknis |
Penvelenggaraan Pemilu dalam rangka Persiapan

Pemilu Serentak Tahun 2024,

3 Lokasi Pelaksanan Kegiatan : Hermes Palnce Hotel Banda Aceh
JL T.P. Nyak Makarn Hermes Palace Hotel Lambhub - Ulee Rareng
Rota Banda Aceh

3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : Tanggal 30 Maret s.d. | April 2022

J, T, Pangkma Pysh fowam, Bande Acsh
Prowinai fzal - ndoresise

Proom ; #62 B51 755 S6BH Fan ; <62 06T TAS S50
Ermail | [miyiBharmespaipoehoiel oom

wivdl hirTrerapadanabalsl com

Wiy, isnnoosanha e redd

Manoged by BEERCTDLEN



0 HERMES PALACE

Banpa ACEH

Daftar Kuantitas dan Hargs
Paket Akomodasi dan Konsumsi Fullbeard Meeting dan Fullday Meeting tanggal 30 Maret s.d |
April 2022
U raian Kunntitas Harga Satuan | Jumlah (Rp)
No. (Rp) |
Fullboard  Mecting '
Tanggal 30 Maret
sd. | April 2022 .
| | Eselon | dan 11 99 pax [x |2 | malam 1LOTA.000 212850000
T | Esclon Il ke bawah | 43 | pax |% | 2 | malam 700041 74,820,000 |
Fullday Meeting !
Tanggal 30 Maret
_ sd 1 Aprl 2022 I |
| | Esclon 11l ke bawah 15 pex [x [3 [hari | 37700 | 16,963 000
Tutal 157 | pax | JLG3S.000

Rpd04.635.000,- ( Tiga ratus empal juts enam ratus tign polub limas ribu rupiah)

PT. Berlian Global Perkasa
iHermes Palace Hotel Banda Aceh)

ﬂ ES PALAC|/

negal Manager

dI. T. Pargiivng Myax hakam, Banca Acsn

Prcreiriid ACHRM - INSONERN

Pnong - +87 081 TS BBRE Faa - 5 651 705 G
Ermal - wifc{fharires paeckbolel com

ww N palACEn e cam

A bemocalanioles nef

Monopad by SENCIDLER



KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN JASA SEWA CLOUD WEB SERVER
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN TENDER CEPAT
PENGADAAN JASA SEWA CLOUD WEB SERVER
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 05/UKPBJ/BA-EVA/T/VII1/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda
tangan di bawah ini, Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan
Umum Tahun Anggaran 2022 Yang ditugaskan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan surat tugas nomor 24/ST-UKPBJ/VII/2022
tanggal 29 Juli 2022, telah melaksanakan evaluasi penawaran terhadap penawaran Peserta tender cepat
pengadaa Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 dengan hasil sebagai
berikut :

A. Verifikasi Data Kualifilikasi Perusahaan
terdiri atas:

Identitas Perusahaan

Izin Usaha

TDP/NIB

Akta Pendirian dan Perubahan

Kepemilikan

Pengurus

Keterangan Domisili

Pengalaman

Kewajiban perpajakan

0. Tidak termasuk dalam daftar hitam

1. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan,
dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi
pidana

200N e O RN

B. Verifikasi Kualifikasi Teknis
1. Spesifikasi Teknis sesuai KAK
2. ijin penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP)
3. ISO 9001 (Total Quality Management System), ISO 27001 (Information Security Management
System), ISO 20000 -~1(IT Service Management System), PCI DSS
4. layanan cloud dan layanan IaaS
5. Menyetujui Surat Pernyataan Service Level Agreement

C. Evaluasi Harga



Verifikasi Kualifikasi diperoleh hasil sebagai berikut :

HASIL EVALUASI PENAWARAN
MEMENUHI (M)/TIDAK MEMENUHI
NO PESERTA VERIFIKASI DATA VERIFIKASI
KUALIFIKASI KUALIFIAKSI
PERUSAHAAN TEKNIS
1. PT. APLIKANUSA LINTASARTA M M
2. PT DINAMIKA JAYA MANUNGGAL
3. PT. EIKON TECHNOLOGY Tidak Dilakukan Verifikasi Kualifikasi
4. PT .FARSIENDO NICE COMM
Evaluasi Harga
NO PESERTA PENAWARAN HASIL EVALUASI
1. PT. APLIKANUSA LINTASARTA 408.480.000,00 | MEMENUHI
2. PT DINAMIKA JAYA 412.524.858,83 | MEMENUHI
MANUNGGAL
3. PT. EIKON TECHNOLOGY 435.598.214,64 | MEMENUHI
4. PT .FARSIENDO NICE COMM 437.783.995,56 | MEMENUHI

Keterangan atas hasil evaluasi penawaran sebagaimana table diatas adalah sebagai berikut:
1. PT. APLIKANUSA LINTASARTA sebagai penawar terendah telah memenuhi evaluasi kualifikasi yaitu
data kualifikasi dalam SIKAP telah sesuai dengan dokumen aslinya dan telah memenuhi kualifikasi

teknis, selanjutnya ditetapkan sebagai Pemenang Tender Cepat.
2. Verifikasi Kualifikasi dilakukan hanya kepada calon pemenang yaitu PT. APLIKANUSA LINTASARTA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

TENDER CEPAT PENGADAAN JASA SEWA CLOUD WEB SERVER
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TTD

POKJA PEMILIHAN



Berita Acara Hasil Pemilihan

PENGADAAN JASA SEWA CLOUD WEB SERVER KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2022

Nomor : 01/UKPBJ/BA-HP/T/VI111/2022
Pada hari ini, 16 Agustus 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:
Kode Tender 1 94236724

Nama Tender . Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2022

Nilai Total HPS : Rp. 460.954.753,00
Metode Pemilihan . Tender Cepat
Metode Evaluasi :  Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 11 Peserta yang mendaftar terdapat 4 Peserta yang memasukan Dokumen
Penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Nilai Penawaran

1 PT APLIKANUSA LINTASARTA Rp. 408.480.000,00
2 PT DINAMIKA JAYA MANUNGGAL Rp. 412.524.858,83
3 PT. EIKON TECHNOLOGY Rp. 435.598.214,64
4 PT .FARSIENDO NICE COMM Rp. 437.783.995,56
5 PT. Terralogiq Integrasi Solusi

6 EXPRESSA PARIWARA MEDIA

7 PT. WAHANA CIPTASINATRIA

8 PT. FOCUSTAMA SENTRALINDO
9 MONTEX BUANA SELARAS

10 PT. DATA SINERGITAMA JAYA
11 PT. Telemedia Dinamika Sarana

B. Evaluasi Dokumen
1. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran Hasil Keterangan
Evaluasi
1 PT APLIKANUSA LINTASARTA Rp. 408.480.000,00 LULUS PEMENANG

Dihasilkan oleh server pada: 16 Agustus 2022 19:10 WIB - LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM 1



2 PT DINAMIKA JAYA MANUNGGAL Rp. 412.524.858,83 LULUS Tidak
Dilakukan
Verifikasi

3 PT. EIKON TECHNOLOGY Rp. 435.598.214,64 LULUS Tidak
Dilakukan
Verifikasi

4 PT .FARSIENDO NICE COMM Rp. 437.783.995,56 LULUS Tidak

Dilakukan
Verifikasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Pemilihan Umum

ttd,

Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022

Dihasilkan oleh server pada: 16 Agustus 2022 19:10 WIB - LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM



Berita Acara Pemberian Penjelasan

PENGADAAN JASA SEWA CLOUD WEB SERVER KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2022

Nomor : 02/UKPBJ/BA-PENJELASAN/T/VI111/2022
Pada hari ini, 12 Agustus 2022, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:
Kode Tender 1 94236724

Nama Tender . Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2022

Nilai Total HPS : Rp. 460.954.753,00
Metode Pemilihan : Tender Cepat
Metode Evaluasi :  Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Syarat Teknis (KAK) - Bab

Pertanyaan Peserta 76841724 12 Agustus 2022 10:12
Selamat Pagi, Bapak/Ibu Pokja.

Di dalam KAK dipersyaratkan berbagai syarat teknis, sedangkan proses Pemilihan adalah Tender Cepat.
Dimana Tender Cepat hanya berdasarkan dari penawaran harga terendah dan sifatnya adalah Verifikasi
bukan Evaluasi. Sehingga seharusnya jika memang dipersyaratkan teknis seperti di KAK bukan
menggunakan Tender Cepat. Kecuali jika tetap dilaksanakan dengan metode pemilihan Tender Cepat
mohon untuk diperbaiki berbagai Syarat Teknis di dalam dokumen KAK.

Terima Kasih
Jawaban Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 12 Agustus
2022 12:58

Keseluruhan persyaratan teknis di KAK wajib dipenuhi oleh peserta untuk menjamin pengadaan sewa
cloud web server ini tepat sasaran, persyaratan teknis tersebut akan diverifikasi pada saat tahapan
verifikasi ke calon pemenang

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dihasilkan oleh server pada: 12 Agustus 2022 16:11 WIB - LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM



Komisi Pemilihan Umum

ttd,

Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022

Dihasilkan oleh server pada: 12 Agustus 2022 16:11 WIB - LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM



Berita Acara Reverse Auction Teknis dan Harga/Biaya

PENGADAAN JASA SEWA CLOUD WEB SERVER KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2022

Nomor : 01/UKPBJ/BA-RA/T/VII1/2022

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2022, telah dibuat Berita Acara Reverse Auction untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 94236724
Nama Tender : Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022

1. Hasil Reverse Auction sebagai berikut:

PT APLIKANUSA LINTASARTA
1. Nilai Total HPS: Rp. 460.954.753,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 408.480.000,00 (88.62 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 408.480.000,00 (88.62 %)
4. Nilai Reverse Auction : Rp. 408.480.000,00 (88.62 %)

PT DINAMIKA JAYA MANUNGGAL
1. Nilai Total HPS: Rp. 460.954.753,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 412.524.858,83 (89.49 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 412.524.858,83 (89.49 %)
4. Nilai Reverse Auction : Rp. 412.524.858,83 (89.49 %)

PT. EIKON TECHNOLOGY
1. Nilai Total HPS: Rp. 460.954.753,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 435.598.214,64 (94.50 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 435.598.214,64 (94.50 %)
4. Nilai Reverse Auction : Rp. 435.598.214,64 (94.50 %)

PT .FARSIENDO NICE COMM
1. Nilai Total HPS: Rp. 460.954.753,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 437.783.995,56 (94.97 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 437.783.995,56 (94.97 %)
4. Nilai Reverse Auction : Rp. 437.783.995,56 (94.97 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Pemilihan Umum
ttd,

Pengadaan Jasa Sewa Cloud
Web Server Komisi Pemilihan
Umum Tahun Anggaran 2022

Dihasilkan oleh server pada: 16 Agustus 2022 19:11 WIB - LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta
Telp. 021 31937223 Fax. 021 3157759

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
PENGADAAN PAKET AKOMODASI DAN KONSUMSI DALAM RANGKA REGIATAN
BISKUS! KELOMPOK TERFOKUS (FGI) PENYUSUNAN KAJIAN RERKOMEN DASI
KEBLAKAN TERKEAIT BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILU DALAM NEGER|
PADA PEMILL SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR 19/UKPBLBA-KLARIF/VIIF2022

Pada hari ini Selasa, tanggal dus puluh enom bulan Juli tahun dun ribu dua puluh dua (26-07-2022).
kami Pokia Pemilihan Pengadaan Paket Akomodasi dan Konsumsi dalam Rangka Kegiatan [Niskusi
Kelompok Terfokus (FGD) Penyusunan Kajian Rekomendasi Kebijukan Terkat Badan Ad Hoc
Penvelenggira Pemily Dalam Negeri pada Pemilu Sercntak Tahun 2024, vang dibentuk oleh Kepak
Unit Kerjo Pengadaan Darang/Jasa (UKPRE KPU  berdasarkan  Surat Tugas MNomor 21/8T-
UKPBIAVI022 tanggal 19 Juli 2022, vang sclanjutnys discbut Pokja Pemilihan Penyedia, telah
melakokan klarifikasi dan negosiasi kepada PT. Wisata Triloka HBuana (Hotel Le Meridien Jakortu)
vang telah dinyatakan lulus evalunsi sdministrasi. wekms dan harga dalam Penunjukan Langsung
Pengadaan Paket Akomodasi dan Konsumsi datam Rangka Kegintan Diskusi Kelompok Terfokus
(FEHD) Penyusunan Kajian Rekomendasi Kebijakan Terkait Badan Ad Hoe Penyelenggar Pemilu
Dalam Negeri pads Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan kegiatan Fulfhaird
Meetime padn tanggal 3 s.d 5 Agusws 2022 sclama 3 (tiga) hari kalender dengun hasil sebagai herikut ©
| Kehadiran PT. Wisata Triloka Buana (Hotel Le Meridien Jukarta) dalaom pertemuan Flarifikas: dan
negosiasi diwakili oleh Sdri, Isthy Komalawati selaku Cienera] Manager, vang bertindak untuk dan
wtas nama PT. Wisata Triloka Buana (Hotel Le Meridien Jakarta);

Bad

Perusahaan tersebut di atas telah menyatakan kesinpannya untuk menyvediokan Paket Akomi asi
don Konsumsi Fullboard Kegiotan Diskiisi Kelompok Terfokus Penyusunan Kajion Rekomendus
Kebijakan Terkait Badun Penvelenggara Ad Hoc pada Pemily Dalam Neperi Serentak Tahun 2024
tanggal 3 s, 5 Agustus 2022 di Jukarta, sesual spesifikasi yang telah ditentukan:

3. Perusahaan  terschut di mtas  menvampaikan  babwa  tidak  bersedia  uniuk  melakukan
penitupan/pengurangan komar pada saat pelaksanaan pekerjaan. tidak terkecuali pada hari kedun
karena pakel merupakan situ kesatuan dengan konsumsi yang sidah dipesan sesuai Jumlah peserta

awal,

PT, Wisats Triloka Buana (Hotel Le Meridien Jukana) telah bersepakat dengan Pokja Pemilihan
Penyvedia untuk menurunkan  harga  penyeduan  basngfass  dimaksud semula  sebesar  Rp
313,500, 000,00 (Dua ratus tigs belas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 203.338.000.00
{Dua ratus tiga juta tiga ratus tign puluh delapan ribu rupiah),



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Wakil
PT. Wisata Triloka Buana
i Hutel Le Meridien Jakarta),

POKJA PEMILIHAN

lsthy Komalawuti
Director Sales & Marketing

N PENYEDIA TANDATANGAN
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1.

Negosiasi Spesifikasi Teknis

Lampiran - Berita Acara  Klarifikasi dan  Negosias:
dalam Penunjuken Langsung Pengadaan
Paket Akomodasi dan Konsumsi dalam
Rangka Kegiatan Diskusi  Kelompok
Terfokus  (FGD)  Penyusunan  Kajian
Rekomendasi Kebijakan Terkait Badan Ad
Hoc Penyelenggarn Pemilu Dalam Negen
pada Pemilu Serentnk Tahun 2024

Nomor  : 19UKPBI/BA-KLARIF/VIL2022
Tanggal : 26 Juli 2022

rpreemrm

Spesi fikasi

Eselon | dan 11 selama 2 malam dar tanggal tanggal 3 5.d. 5
Agustus 2022, sebanyak 27 Kamar Single

Eselon 111 kebawah: selama 2 malam dari tanggal tanggal 3
s.d 5 Agustus 2022, schanyak 37 kamar Twin Sharing
Kebersihan Kamar sesuai protokol kesehatan Covid-19

Makan:

Hreakfast sebanyak 2 Kali @100 pax. Lunch sebanyak 2
Kali @100 pax, Dinner schanyak 2 Kali @100 pax, dan
Snack sebanvak 4 Kali

Menu Makan terdini dari Maokanan 4 Sehat dan Minuman
Menu Snoack terdini dari 3 Buah Snack dan air mineral, seria
teh dan kopi.

Runngan:

No, | Iraian
1. | Pengadaan Paoket | a
Akomodasi dan -
K onsumsi
-Fullboard Single -
=Fullboard  Twin
Sharing -
b.
.
d.

Ruang Pertemunn kapasitas 100 omng dengan layout U
Shape

Ruang VIP kapasitas 10 orang dengan meja dan sofa

Ruang Sckretanat/Panitia kapasitas |5 ormng dengan meja
dan kursi

Kebersihan Ruangan sesuai protokol kesehatan Covid-19

Kebintuhan lain-lain:

2 unit LCD 4 Projector
1 buah Flipchar

Wifi internet

2 unit televisi




2. Megosiasi Harga

Paket Fullboard Meeting tanggal 3 s.d. 5 Agustus 2022

Ptl.lll-'l.l'l‘.l MNegosinsi
No. Ursiss T Horgn Harga Total Harga Harga Total
Satuan Satuun
(Rp} (Rp) (Rpl (Rp}
I. | Pengadean Paket
Akomodasi dan
Konsumsi Fullboord
= Eselon | dan 1) 27 Org x 2 Mim | 1250000 [ 67.500.000 | 1.097.000 | &4,638.000
Eselon M
kehawah 73 g x 2 Mbm | 1.000.000 | 146,000,000 QA0 00 | 138,700,000
JUMLAH 213.500,000 | 203338000

Total Harga Penawaran :  Rp 213 500.000,00 (Dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupish)

Total Horga Negosiasi : Rp 203.338.000.00 (Duas ratus tigs juta tiga ratus tiga puluh delapan
ribu rupiah)
B Wakil 1
PI. Wisaia Triloka Busna | No. | PORIA PEMILIHAN TANDATANGAN
(Hotel Le Meridien Jakarta), ~
i
I Wahdi Hafizy ( | "
| Ketua
5 | Kusbimo Ariseno /7 /,jJV'
T Anggota ;_;/j/
Isthy Komalawati 4 | Arie Bathars Damanik /’#—

Director Sales & Marketing | Anggota =




Berita Acara Hasil Pemilihan

PENGADAAN JASA SEWA CLOUD WEB SERVER KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2022

Nomor : 01/UKPBJ/BA-HP/T/VI111/2022
Pada hari ini, 16 Agustus 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:
Kode Tender 1 94236724

Nama Tender . Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2022

Nilai Total HPS : Rp. 460.954.753,00
Metode Pemilihan . Tender Cepat
Metode Evaluasi :  Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 11 Peserta yang mendaftar terdapat 4 Peserta yang memasukan Dokumen
Penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Nilai Penawaran

1 PT APLIKANUSA LINTASARTA Rp. 408.480.000,00
2 PT DINAMIKA JAYA MANUNGGAL Rp. 412.524.858,83
3 PT. EIKON TECHNOLOGY Rp. 435.598.214,64
4 PT .FARSIENDO NICE COMM Rp. 437.783.995,56
5 PT. Terralogiq Integrasi Solusi

6 EXPRESSA PARIWARA MEDIA

7 PT. WAHANA CIPTASINATRIA

8 PT. FOCUSTAMA SENTRALINDO
9 MONTEX BUANA SELARAS

10 PT. DATA SINERGITAMA JAYA
11 PT. Telemedia Dinamika Sarana

B. Evaluasi Dokumen
1. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran Hasil Keterangan
Evaluasi
1 PT APLIKANUSA LINTASARTA Rp. 408.480.000,00 LULUS PEMENANG

Dihasilkan oleh server pada: 16 Agustus 2022 19:10 WIB - LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM 1



2 PT DINAMIKA JAYA MANUNGGAL Rp. 412.524.858,83 LULUS Tidak
Dilakukan
Verifikasi

3 PT. EIKON TECHNOLOGY Rp. 435.598.214,64 LULUS Tidak
Dilakukan
Verifikasi

4 PT .FARSIENDO NICE COMM Rp. 437.783.995,56 LULUS Tidak

Dilakukan
Verifikasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Pemilihan Umum

ttd,

Pengadaan Jasa Sewa Cloud Web Server Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022

Dihasilkan oleh server pada: 16 Agustus 2022 19:10 WIB - LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JI. Imam Bonjol No.29

Jakarta
Telp. 31937223 Email : persuratani@kpu.go.id
NOTA DINAS
Kepada - ¥th. Pejabat Pembuat Komitmen pada Inspekiorat Utama
Dari - Pokja Pengadaan Puket Akomodas) dan Konsumsi Dalam Rangha Rapat Evaluasi

Tembusan
Nomor
Tanggal
Lampirnn
Perihal

Kinerja Pengawasan Inspektorat Utama KPU Tahun 2021 pada Tanggal 19 s.d 21
Med 2022 I3 Jakarta

:  Yth. Bapak Kepala UKBI KPU

11/ND-UKPBILAP-POKJA/N /2022
24 Mei 2022

Laporan Hasil Proses Penunjukan Langsung dan Usulan Penerbitan  Surat
Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) untuk Pengadaan Paket Akomodasi
dan Konsumsi Kegintan Dalam Rangka Rapat Evaluasi Kinerja Pengawasan
Inspekiorat Utama KPU Tahun 2021 pada Tanggal 19 5.d 21 Mei 2022 di Jukarta

Dengan hormat dilzporkan proses pelaksanaan Pengadaan Paket Akomodasi dan
Konsumsi Dalam Rangka Rapat Evaluasi Kinerja Pengawasan |nspektorat Utama
KPU Tahun 2021 peda Tanggal 19 s.d 21 Mei 2022 di Jakerta, sebagai berikut:

I. Pokja Pemilihan Penyedia Pengadsan Paket Akomodasi dan Konsumsi Dalam
Rangka Rapat Fvalussi Kinerja Pengawasan Inspektorat Utama KPU Tahun
2021 pada Tanggal 19 s.d 21 Mei 2022 di Jakurta telah bekena berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadasn Barang/Jasa
Pemerintsh, dengan nilsi HPS sebesar Rp. 414.738.000,- (Empat ratus empat
belas juta tujub rums tga pulub delapan rupiah);

2. Kegistan pengadaan telah mengikuti ketentusn-ketentuan yang berlaku;

3, mmmmpﬁl?Mﬁmmm
Pokjs dengan calon penyedia barang/fjasa yang ditumjuk, sehagaimana
tercantum  dalam berita acara Rapat Penjelasan Nomor: 09/UKPBIBA-
PENJELASAN V2022 (terlampir ),

4. Surt Penawarun harga dari PT. Wisata Triloka Buana (Hotel Le Meridien

Jakarta), Nomor: M-MIINGA

5. Klarifikasi dan Negosiasi penawaran harga telsh dilaksanakan pada tanggal 17
Mei 2022 dengan Berita Acara Klarifikast dan Negosiasi Penawaran Harga
Nomor | (VUK PBIBA-KLARIF/V/Z022 (terlampir).

6. Berita Acara Hasil Pengadann Penunjukan Langsung Nomor: 09/UKPBI/BA-
HP/V/2022. tanggal 17 Mei 202 (tedampir);



7. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka
Pejabat Pembust Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pengndaan Paket Akomodasi dan Konsumsi
Rangka Rapat Fvaluasi Kinerjn Pengawasan Inspektorat Utama KPU Tahun
2021 pada Tanggal 19 5.4 21 Mei 2022 di Jakarts, kepada :

Nama Perusabaan  :  PT. Wisata Triloka Buana (Hotel Le Meridien
Jakarta).

Alamat . Jalan Jenderal Sudirman Kav 18-20 Karet Tengsin
Tanah Abang Jakarta Pusat

NPWP ¢ 01,061 .680.3-059.000,

Harga Negosiasi - Rp 403.200.000,- (Empat ratus tiga juts dua ratus
ribu rupiah).

Demikian untuk menjadi periksa.

Pokja Pemilihan Penyedia
Ketun,

Gustiar L Panjaitan



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 31937223 Fax. 021 3157759

Momor
Lampiran
Perihal

Jakarta, 28 Juli 2022

kepada
- 41/PBYSDM PPK . 4/2022 Yih.  Sdr. Pimpinan
PT. Wisata Triloka Huana
© Penunjukan  Penyedin  Barang/Jasa iHotel Le Meridien Jakarin)
Pengadaan  Paket  Akomodasi  dan di
Konsumsi  Kegitan  Diskusi Kelompok Inkartn

Terfokus Penyusunan Kajian Rekomendasi
Kebifakan Terkait Badan Penyelengparn
Ad Hoc pada Pemilu Dalam  Negeri
Serentak Tahun 2024 Tanggal 3 sd 3
Agustus 2022 di Jakarta

Dengan ini kami beritashukan bahwa penawaran Saudara Nomor M-NZSACFX
tanggal 25 Juli 2022 tentang Penawaran atas Pengadaan Paket Akomodasi dan Konsumsi
Kegiatan Diskusi Kelompok  Terfokus Penyusunan  kKajion Rekomendasi  Kebijnkon
Terkait Bodan Penyvelenggara Ad Hoc pada Pemilu Dalam Negen Sercntak Tahun 2024
Tanggal 3 s.d § Agustus 2022 di Jakarta dengan niliai penawaran seielah negosinsi sesuai
Berita Acurn Klarifikasi dan Negosiasi Nomor |WUKPBIBA-KLARIF/VIN2022 tanggal
26 Juli 2022 Rp 203338 000,00 (dua ritus tiga juta tiga ratus tiga pulub delapan ribu
rupinh) saye nyatakan diterima'disetujul.

Sebugai tindak lonjut dari Surst Penumjukan Penyedin Barang/Jasa (SPPRS) ind,
saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerju Pengadaan Paket Akomodasi
dan Konsumsi Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Kajion Rekomendasi
Kebijakan Terkait Badon Penyelenggara Ad Hoc pada Pemilu Dalam Megerl Serentak
Fahun 2024 Tanggal 3 «.d 5 Agustus 2022 di Jakarta paling lambat 3 (tiga) haei kerj
setelah diterbitkannys SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang
disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuad
kesentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, beserta perubahannya tentang
Pengadaon Barang/lasa Pemermiah

Demikian untuk menjadi makium
Kepala Biro SDM

Sclnku
Pejnbat Pembunt Komitmen.

-
Wahyu Yudi Winyanti

WIP. 197007 12 1995032001

Tembusan disampaikan Yth :
Rapak Sckretarts Jendernl KPLRL



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA

* Telp. 021-31937223 Email : persuratanikpu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 08/ST-UKPBJ/III/2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Permohonan Pengadaan Paket
Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Rapat Koordinasi
Bidang logistik dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam
rangka Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 30
Maret s.d 1 April 2022 di Aceh; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengadaan
Paket Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Rapat
Koordinasi Bidang logistik dan Teknis Penyvelenggaraan
Pemilu dalam rangka Persiapan Pemilu Serentak Tahun
2024 Tanggal 30 Maret s.d 1 April 2022 di Aceh.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

3, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor & tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara [APBN) tahun Anggaran
2022 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6735);

6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang
Redudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



No |

B.

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 148 TAHUN 2022 tanggal 15
Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
803/PP.09.2-Kpt /07 /S8J/VIl/202]1 Tentang Pembenturan
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan
Umum; dan

Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Logistik
Nomor 32/PP.08.1/PPK/06/2022 tanggal 21 Maret 2022
perihal Permohonan Pengadaan Paket Akomodasi dan
Konsumsi dalam rangka Rapat Koordinasi Bidang logistik
dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka
Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024,

MENUGASKAN :

Nama Gol. J abatan

1

Arifin Ahmad Puradireja I Ketua Pokja Pemilihan UKPB.J

Eki SBarahwati I | Anggota Pokja Pemilihan UKPB.J |

K

Untuk

Ani Suryaningsih i Anggota Pokja Pemilihan UKPBJ |

Tugas Pokja Pengadaan Paket Akomodasi dan Konsumsi
dalam rangka Rapat Koordinasi Bidang logistik dan Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka Persiapan Pemilu
Serentak Tahun 2024 Tanggal 30 Maret s.d 1 April 2022 di
Aceh, sebagai berikut :

Melaksanakan pemilihan Penyedia Pengadasn Paket
Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Rapat Koordinasi
Bidang logistik dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam
rangka Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 30
Maret s.d 1 April 2022 di Aceh;

- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai

ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomeor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah;

- Mendokumentasikan Laporan Pengadaan Paket

Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Rapat Koordinasi
Bidang logistik dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam
rangka Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 30
Maret s.d 1 April 2022 di Aceh:

-Melakukan  evaluasi  terhadap pelaksanaan dan

penyusunan laporan Pengadaan Paket Akomodasi dan
Konsumsi dalam rangka Rapat Koordinasi Bidang logistik
dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka
Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 30 Maret
s.d 1 April 2022 di Aceh; dan



2. Kelompok Kerja Pemilihan berkewajiban menyerahkan

seluruh dokumen proses pemilihan penyedia kepada
Sekretariat UKPBR.,

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab,

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 24 Maret 2022

Kepala Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa,
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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNNERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 8/PR.O7-NK/ID1/KPUMI2020
NOMOR: 1935/UN1.P/DIT-KAUWHK/2020

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas, bulan Marel, tahun dua ribu dua puluh,
bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

1. ARIEF BUDIMAN, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang
diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/F Tehun 2017 tentang
Pemberhantian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310,
salanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

2. Prol. Ir. PANUT MULYONO, M Eng., D.Eng., Reklor Universitas Gadjah Mada,
yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah
Mada Nomor B/UN1/SKIMWAJ201T tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusal
Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakaria,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Haleman 1 dar T



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai bernkut.

i,

bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan
Femilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan
Pemilikan Umum dan Pemilihan:

bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggl Megeri badan hukum yang
menyelenggarakan pendidikan tinggl dan bergerak dalam bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakal, dan

bahwa sehubungan dengan berakhimya jangka waktu Nota Kesepahaman PARA
PIHAK Nomor: 01/KB/KPWTAHUN 2015 dan Nomor 1636/P/Dir-KAR2015 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum pada
tanggal 12 Maret 2020, PARA PIHAK bermaksud untuk melanjutkan kerja sama
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai barikut

%

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336,

Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8109);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretanat Komisi Pemilihan Umum Provins:,
dan Sekretariat Komizl Pemillhan Umum Kabupaten/iKota; dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilinan Umum Provinsi, dan Sekretanat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Halpman 2 darl 7



Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Momor 06 Tahun 2008,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan
diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Komisi Pemilihan Umum (sefanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan
ketenluan sebagai benkut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) MNota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PARA
PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia Komisi Pemilihan Umum.

(2) Mota Kesepahaman ini berfujuan untuk meningkatkan profesionalitas, integntas,
kapabilitas dan akuntabiltas sumber daya manusia di lingkungan Komis|
Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat
berdasarkan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
a. pendidikan pascasarjana tata kelola pemilihan umum;

b. pelatihan, penelitian, dan penerbitan hasil penelian di bidang tata kelola

pemilihan umum; dan

c. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak berientangan
dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.
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PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman inl akan diatur lebih lanjut dalam suatu
Perjanjian Kerja Sama yang mengalur secara rinci pokok kerja sama, jangka
waktu dan tempat pelaksanaan, pembiayaan, tata cara pembiayaan, hak dan
kewajiban, keterlambatan pekerijgan dan force majeurs, penyelesaian
perselisihan serta hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan satu
kesatuan yang lidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewalktu-
wakiu apabila diperiukan untuk membahas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini beriaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak
ditandatanganinya Nota Kesapahaman ini

MNola Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK melalui pemberitahuan secara terfulis oleh salah satu pihak.

Nota Kesepahaman ini dapat diskhin sebeium jangka wakiu sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri
Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis
kepada pihak lainnya.

Berakhimya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban
yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak
memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini. atau

b. dalam jangka waklu 1 (salu)} tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota
Kesepahaman ini.
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PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Mota Kesepahaman ini
akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nola Kesepahaman ini.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitaring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman inl dilakukan oleh PARA
PIHAK

{2) Ewvaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik oleh
PARA PIHAK paling sedikit 1 (salu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
PENANGGUNG JAWAB

(1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil
masing-masing sebagal penanggung jawab yaitu sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk . PIt. Sekretans Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia

Kedudukan . Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, JI. Imam Bonjol No. 29, Jakaria
Pusat 10310

Telepon . (021) 31937233
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b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk - Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Dan Alumni
Universitas Gadjah Mada

Kedudukan :  Gedung Pusat Universitas gadjah Mada, Lantai
2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta

Telepon . (0274) 580715

{2} Penunjukan dan penggantian penanggung jawab ditetapkan dengan keputusan
pimpinan PARA PIHAI

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada PARA
PIHAK

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesalkan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mufakat.

FPASAL 9
PERUBAHAN

FPerubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur

dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Mota Kesepahaman ini.
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PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2
(dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
omisi Pemilihan Umum

Rektor Universitas Gadjah Mada,
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